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Segala puji bagi Allah Swt yang Maha Kuasa berkat rahmat dan kasih sayang-Nya 

penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita 

kirimkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya, berkat beliau 

sekarang kitaberada dalam zaman yang penuh ilmu pengetahuan. 

Adapun penelitian ini berjudul “Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau 

Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam”  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari 

berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, untuk 

itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsi dalam menyelesaikan 

penelitian ini. 

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 

terutama dari para pembaca. Mungkin dalam penyusunan penelitian ini masih terdapat 

kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari para pembaca, penulis 

mengucapkan terimakasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan 

penelitianlainnya dimasa yang akan datang. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

para pembaca sekalian. 
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MOTTO 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, 

sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri 

mereka sendiri 

Q.S Ar-Ra’d 

Tetaplah bergerak maju meski lambat 

Karena dalam keadaan tetap bergerak, 

Anda menciptakan kemajuan. 

Adalah jauh lebih baik bergerak maju sekalipun pelan 

Dari pada tidak bergerak sama sekali. 

Kesuksesan akan dapat anda raih apabila anda kuat dan terbiasa 

menghadapi masalah, 

tantangan dan hambatan secara mandiri. 
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Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu 

telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku 

dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan ahkirnya skripsi 

yang sederhana ini  dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan atas 

kehadiran Nabi Muhamad  SAW. 

Di sebabkan oleh cinta dan kasih sayang, sebuah karya yang ditulis dengan penuh 

perjuangan dan do’aini kupersembahkan untuk : 
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PEKERJAAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DITINJAU DARI 

PERSPEKTIF FEMINIS DAN HUKUM ISLAM 

Abstrak: Didalam pasal 31 sampai dengan pasal 34 sudah jelas bahwa tanggung 

jawab memberikan nafkah terhadap istri adalah suami, dan dijelaskan juga dalam pasal 

32 menyatakan masing-masing pihak mempunyai hak yang sama dihadapan hukum, 

akan tetapi ternyata masih ditegaskan lagi bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri 

adalah ibu rumah tangga dan juga dalam pasal 34 menyatakan bahwa suami wajib 

melindungi isti dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, begitu juga 

dalam pasal 31 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Suami adalah kepala keluarga dan istri 

ibu rumah tangga, sedangkan menurut feminis mendifinisikan makna perkawinan bagi 

perempuan dan laki-laki secara setara, sehingga pembagian peran antara perempuan dan 

laki-laki ini menyebabkan tidak sederajatnya hak perempuan di masyarakat. Karena 

perempuan bukan dianggap pencari nafkah utama,ketentuan tersebut juga menepatkan 

istri tergantung secara ekonomi dan emosional kepada suami 

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah penelitian pustaka(library 

research), yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran danpenelaahan literatur-

literatur terkait yang relevan dengan pokok permasalahanyang dikaji dan dapat 

menunjang pokok-pokok masalah.Sumber-sumber datadiperoleh dari berbagai karya 

tulis seperti buku, artikel dan jurnal yangsecara langsung maupun tidak mengenai 

persoalan tentangPekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif 

Feminis Dan Hukum Islam.Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan analisis 

kualitatifdengan caradeduktif, yaitu mengumpulkan data-data bersifat umum, kemudian 

menarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

Hasil dari penelitian ini adalah, pertama: Pandangan kaum feminis terhadap 

peran istri sebagai pencari nafkah, dalam hal ini laki-laki bertanggung jawab untuk 

mencari nafkah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau keluarganya. 

Pembagian peran antara perempuan dan laki-laki ini menyebabkan tidak sederajatnya 

hak perempua di masyarakat. Karena perempuan bukan dianggap pencari nafkah utama, 

maka dalam hal ini penegasan suami sebagai kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah 

tangga dalam Undang-Undang Perkawinan menurut feminis merupakan pengetatan/ 

pengekangan fungsi-fungsi istri dan suami secara tegas. Ketentuan tersebut juga 

menepatkan istri tergantung secara ekonomi dan emosional kepada suami. Kedua: 

pandangan hukum Islam istri sebagai pencari nafkah utama baik dalam lapangan 

ekonomi maupun sosial seperti halnya kaum laki-laki, diperbolehkan dalam ajaran 

Islam. Sepanjang pekerjaan tersebut tidak menimbulkan fitnah dan tidak bertentangan 

dengan nilai-nilai moral dan agama yang ada, serta tidak melalaikan kewajiban utama 

sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak-anaknya serta perlu diingat harus 

berdasarkan musyawarah. 

Kata Kunci: Pekerjaan Istri, Nafkah, Feminis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan 

membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan 

maharam. Allah SWT, berfirman dalam surat: 

                        

       

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah Dia menciptakan pasangan-

pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sunggu, pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berfiki(QS: Al-Rum : 21) 

 Perkawinan merupakan salah satu Sunnatullah yang umum berlaku pada semua 

makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.Semuanya yang 

diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan.Sebagaimana berlaku 

pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.
1
 Menurut suratAdz-Dzaryat ayat 

49 yang menyebutkan: 

ونَ... كَّزُ ذَ مْ تَ هَّكُ عَ هِ نَ يْ جَ وْ ا سَ ىَ قْ هَ ءٍ خَ يْ مِّ شَ هْ كُ مِ  ...وَ

Artinya:“dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat akan kebesaran Allah.” 

                                                             
1
 Beni Ahmad Saebani,  Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 2001).h. 11-12 
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Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melajutkan sejarah hidupnya, karena 

keturunan dan perkembang biakkan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan, jika 

perkawinan manusia tanpa didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban 

manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinaan. Dengan demikian, manusia tidak 

berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya. 

Dalam pengertian diatas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak 

untuk memiliki melalui akad nikah, oleh karena itu, suami-istri dapat saling mengambil 

manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan untuk 

membentuk keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah didunia.
2
 

 Adapun beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawianan atas umat islam 

diantaranya adalah  

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang 

akan datang. 

2. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh ketenangan hidup dan 

rasa kasih sayang. 

Dalam hak dan kewajiban suami isti dalam Undang-Undang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam, dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami 

mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak.Di balik itu suami mempunyai 

beberapa kewajiban.
3
 Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah 

                                                             
2
Ibid. h.14-17 

3
Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia:Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-

Undang Perkawinan, (Jakarta:Kencana, 2006), h. 159 
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tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi, 

umpamanya pada suratAl-Baqarah (2) ayat 228:
4
 

...                   

Artinya:”dan bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya 

secara ma‟ruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri. 

Adapun arti dari ayat diatas “ dan bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan 

kewajiban-kewajibannya secara ma‟ruf “, maksudnya, para wanita memiliki hak yang 

wajib maupun yang sunnah atas mereka, dan patokan bagi hak-hak diantara suami istri 

adalah pada yang ma‟ruf. “dan bagi suami setingkat lebih dari pada istri”, maksudnya, 

ketinggian, kepemimpinan dan hak yang yang lebih atas dirinya, sebagaimana Allah 

berfiman. 

                   ...  
Artinya:” laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah 

melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan 

karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.  

Dari ayat diatas  juga menyatakan , adanya penetapan kepemimpinan dan keutamaan 

seorang laki-laki terhadap wanita, karena Allah telah memberikan kepada mereka kaum 

laki-laki kelebihan-kelebihan dan keistimewaan tersendiri yang tidak diberikan kepada 

kaum wanita 

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian: 

1. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafaqah 

                                                             
4
Enang Sudrajat, Mushaf Sahmalnour, (Bogor: Wisma Haji Tugu, 26-28 Nopember 2007), h. 36 
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2. Kewajiban yang tidak bersifat materi 

Adapun pengertian nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam 

bentuk materi, karena kata nafaqah itu sendiri berkonotasi materi.Sedangkan kewajiban 

dalam bentuk non materi.Kewajiaban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya 

yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan 

istri kedudukan sebagai penerima.Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu 

adalah pencari rezeki, rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan 

untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan 

pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima 

nafkah.
5
Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 terdapat 

dalam Bab VI pasal 31-34. Dalam pasal 31 disebutkan: “suam-istri memikul kewajiba 

yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan 

masyarakat.
6
Dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami istri, yaitu: 

pasal 31 

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang degan hak dan kedudukan suami 

dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 

2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum  

3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga 

pasal 34 

                                                             
5
Ibid, h. 165 

6
Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam Didunia Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2005), h. 238 
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1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya 

2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya 

3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan 

gugatan kepada pengadilan. 

Didalam pasal 31 sampai dengan 34 sudah jelas bahwa tanggung jawab 

memberikan nafkah terhadap istri adalah suami, dan dijelaskan juga dalam pasal 32 

menyatakan masing-masing pihak mempunyai hak yang sama dihadapan hukum, akan 

tetapi ternyata masih ditegaskan lagi bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri 

adalah ibu rumah tangga dan juga dalam pasal 34 menyatakan bahwa suami wajib 

melindungi isti dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. 

 Sedangkan menurut kaum feminis mendifinisikan makna perkawinan bagi 

perempuan dan laki-laki secara setara. Didalam hal ini juga kaum feminis menginginkan 

kesetaran gender dalam nafkah, karena pembagian peran privat dan publik antara laki-

laki ini menyebabkan tidak sederajat hak perempuan dimasyarakat, karena perempuan 

bukan dianggap bukan pencari nafkah utama, maka ketika perempuan bekerja, ia tidak 

mendapatkan tunjangan ataupun tunjangannya lebih keil dibandingkan laki-laki, 

sehingga kaum feminis menetang hal tersebut karena seorang istri digambarkan sebagai 

mahluk yang tidak berdaya dan butuh perlindungan, sementara suami dianggap  sebagai 

mahluk yang sangat perkasa dan berkuasa. 

Dalam Islam tidak ada perbedaan kedudukkan laki-laki dan perempuan, baik 

sebagai individu/hamba Allah sebagai anggota keluarga, maupun sebagai anggota 
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masyrakat.Begitu juga halnya dalam hak dan kewajiban. Kalaupun adanya perbedaan, itu 

hanyalah karena akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan tuhan kepada masing-

masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa 

memiliki kelebihan atas yang lain keduanya saling melengkapi dan saling menyempurnakan 

serta bantu membantu dalam melaksankan dan kewajiban. Dalam ayat-ayat Al-Quran 

kebaikkan apapun yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki akan mendapat pahala dan 

balasan yang sama dari Allah, tanpa ada perbedaan sedikitpun. Artinya suami akan 

memperoleh pahala bila ia melakukan jihad. Istri akan mendapat pahala bila bersikap baik 

kepada suami dan suami mendapat pahala bila baik kepada istri. Keduanya saling 

menghargai dan menjaga kehormatan masing-masing. Tidak antara keduanya memepunyai 

kelebihan sehingga menguasai pihak lain. Firman Allah QS. An-Nisa‟ (4): 32.
7
 

                           

                 

 

Artinya:”dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah 

kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (karena) bagi laki-laki ada bagian dari 

apa yang mereka ushakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka 

usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya.Sungguh Allah maha 

mengetahui segala sesuatu. 
 

Dengan pamahaman demikian, jelas posisi Pemimpin (Qawaam) bagi suami 

tidaklah otomatis, melainkan tergantung pada dua syarat, yakni memiliki kualitas yang 

lebih tinggi dari pada istrinya, dan memberikan nafkah kepada keluarganya.Sebuah 

rumah tangga dalam keluarga, terkadang semua kebutuhan hidup sehari-harinya didominasi 

oleh pihak istri, bukan hanya dari segi pemeliharaan dan pengasuhan anak tetapi juga dalam 

                                                             
7
Enang Sudrajat, Mushaf Sahmalnour, (Bogor: Wisma Haji Tugu, 26-28 Nopember 2007), h. 36 
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hal nafkahpun istrilah yang memegang kendalinya. Istri bekerja untuk menafkahi keluarga 

akan menimbulkan beberapa konsekuensi. Misalnya, harus meninggalkan anak-anak di 

rumah.Istri juga tidak lagi mempunyai waktu banyak untuk mengurusi rumah. 

Berdasarkan hal diatas, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat 

masalah ini dengan judul“Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari 

Perspektif Feminis Dan Hukum Islam” 

 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, supaya penelitian ini lebih terfokus 

dan berjalan dengan lancar dalam penulisan, maka digunakan penelitian untuk 

memberikan batasan masalah yang akan dikaji atau di teliti. Adapun batasan masalah 

pada penelitian ini adalah lebih memfokuskan terhadap bagaimana “Pekerjaan Istri 

Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam”. Untuk 

menjelaskan konsep-konsep atau memberikan batasan masalah dengan Hukum Islam 

yang berkaitan dengan judul penelitian diatas bahwa batasan ini hanya menurut Fiqh 

saja, karena didalam Pasal 31-34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

sudah sesuai dengan Hukum Islam.  

 

C. Rumusan Masalah  

 Agar tidak terjadinya pelebaran masalah maka penyusun membatasi pembahasan 

ini dengan merumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan feminis terhadap pekerjaan istri sebagai pencari nafkah? 
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2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pekerjaan istri sebagai pencari 

nafkah ? 

3. Bagaimana analisa tentang pandangan feminis dan Hukum Islam terhadap 

pekerjaan istri sebagai pencari nafkah ? 

D. Manfaat Penelitian  

 Dalam sebuah penelitian haruslah memiliki manfaat yang ingin dicapai, adapun 

manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

 

1. Secara Teoris 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan hukum keluarga 

islam sekaligus bisa dikembangkan menjadi penelitian-penelitian selanjutnya 

secara lebih mendalam. 

2. Secara praktis 

bagi penulis untuk menambah wawasan dan sebagai calon tamatan hukum islam, 

penulis ingin mengetahuiPekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari 

Perspektif Feminis Dan Hukum Islam. 

 

E. Kajian Pustaka  

Adapun penelitian yang bersangkutan dengan Pelaksanaan Nafkah Keluarga 

Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam dilakukan oleh Hasan As‟ari yang 

merupakan salah satu Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari‟ah Dan 
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Ilmu Hukum Universitas islam negeri Sultan syarif kasim Riau tahun 2012. Adapun 

judul penelitian yang ia lakukan adalah “Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri 

Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tambusai Tengah 

Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)” adapun hasil penelitian tersebut adalah 

bagaimana pelaksanaan nafkah keluarga ditanggung oleh istri, ketentuan hukum Islam 

tentang nafkah keluarga, dan tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dalam 

menanggung nafkah keluarga. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tambusai Tengah 

Kecamatan Tambusai kabupaten Rokan Hulu.Tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah : untuk mengetahui pelaksanaan nafkah keluarga ditanggung oleh 

istri, ketentuan hukum Isalm tentang nafkah, dan tinjauan hukum Isalm terhadap peran 

istri dalam menaggung nafkah keluarga. Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan 

pada Praturan Perundang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari 

Prespektif Feminis Dan Hukum Islam 

 Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu merupakan Mahasiswa Jurusan 

Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari‟ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014. Adapun judul penelitian yang ia lakukan adalah 

“Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga 

Dalam Prepektif Hukum Islam (Studi Kasus Didusun Jolopo, Desa Banjar Sari, 

Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung)” 

Adapun hasil penelitian yang didapatkan adalah dalam hal ini pengaruh yang terjadi 

didesa banjar sari adalah apa saja pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap 

kehidupan rumah tangga, sedangakn penulis lebih memfokuskan permasalahanya 

terhadap istri sebagai pencari nafkah utama yang dilihat dalam Undang-Undang 
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Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang ditinjau dari prespektif feminis dan hukum 

islamnya. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Muammar merupakan Mahasiswa Jurusan Ahwal 

Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari‟ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012. Adapun judul penelitian yang ia lakukan adalah 

“Tinjauan Hukum islam Terhadap Peran Istri dalam Mencari Nafkah Dan Relevansinya 

Dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 34” Adapun hasil penelitian yang 

didapatkan bahwa Perempuan bekerja mencari nafkah,baik dalam lapangan ekonomi 

maupun sosial seperti halnya kaum laki-laki, diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sumber 

sumber Islam, baik Al-Qur'an, hadis, maupun fiqh, tidak satu pun yang menafikan kerja 

dan profesi kaum perempuan dalam bidang dan sektor apa pun yang dibutuhkan dalam 

kehidupan untuk mencari nafkah. Sepanjang pekerjaan tersebut tidak menimbulkan 

fitnah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang ada, serta tidak 

melalaikan kewajiban utama sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak-anaknya serta 

perlu diingat harus berdasarkan musyawarah, sehingga keadilan dalam melaksanakan 

tanggung jawabnya masing-masing dapat terwujud dan kepentingan-kepentingan 

keluarga yang lain dapat pula bersama-sama mereka penuhi. 

 Dalam tinjauan pustaka yang telah dilakukan banyaknya penelitian-penelitian 

mahasiswa syari‟ah yang meneliti istri sebagai pencari nafkah utama dalam kehidupan 

rumah tangga. Oleh karena itu yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Pekerjaan 

Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam. yang 

diangkat menjadi judul skripsi ini merupakan karya ilmiah yang sejauh ini belum pernah 

ditulis dilingkungan Jurusan Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Didalam 

metode penelitian dijelaskan tentang urutan suatu penelitian yang dilakukan yaitu 

dengan teknik dan prosedur bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Penelitian ini 

adalah penelitian kepustakaan (library research) 

(Library research) penelitian kepustakaan, dilaksanakan dengan menggunakan 

literature (kepustakaan) dari Al-Quran, Hadis, Karya Ilmiah, Buku Kepustakaan dan 

lainnya.
8
 

1. Jenis Penelitian 

 peneliian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yaitu 

penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Sedangkan 

jenis dan sifat peneltian ini adalah deskriptif-komparatif-analitis, yaitu berupa 

landasan-landasannya dan berusaha memaparkan tentang Pekerjaan Istri Sebagai 

Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam, kemudian 

melakukan pengkajian secara mendalam atau menganalisa guna mendapatkan 

kesimpulan yang relevan. 

2. Sumber data 

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data utama 

(primer) dalam penulisan penelitian ini adalah Al-Qur‟an, Al-Hadis, buku-buku 

Feminis, Hukum Islam dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)  

3. Analisis Data 

                                                             
8
Lexy J.Moeloeng, Metedologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, ( Bandung, 2008), h.6 
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Setelah data di kumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap 

analisis data. Pada tahap ini akan di manfaatkan sedemikian rupa sehingga 

diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat di pakai untuk menjawab persoalan-

persoalan yang diajukan dalam penelitian. 

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan deskritif kualitatif yang menekankan analisisnya pada 

data-data yang di olah secara sistematis.Mengambil kebenaran yang di peroleh 

dari kepustakaan yang meiputi yurisprudensi, literature, ketentuan yang ada 

ubungannya dengan obyek yang di teliti di padukan dengan pendapat buku dan 

dianalisis secara deskritifkualitatif disimpulkan kemudian di gunakan untuk 

menjawab permasalahan yang ada. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan pada lima bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I, Merupakan babpendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Metode 

Penelitian, kajian pustaka, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II, merupakan landasan teori tentang pengertian hak dan kewajiban suami 

istri dan bentuk-bentuknya. 

BAB III, merupakan tentang pengertian Feminis, sejarah, teori-teori, konsep 

feminis serta tokoh-tokoh feminis, dan penegrtian hukum islam, tujuan, ciri-ciri hukum 

islam serta sumber-sumber hukum islam 
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BAB IV, hasil penelitian yang menjelaskan tentang, pandangan Feminis terhadap 

Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah dan pandangan Hukum Islam terhadap Pekerjaan 

Istri Sebagai Pencari Nafkah.  

BAB V , Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, serta 

akan di lengkapi dengan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang dianggap penting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
14 

 
 
 

BAB II 

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI 

 

A. PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI 

 Pengertian hak secara Etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan 

kewenangan.
9
 Dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh sesorang 

dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti 

dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah 

tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. 

 Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan 

seseorang terhadap orang lain. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan 

begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban.Adanya hak dan kewajiban antara 

suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-

Qur‟an dan beberapa hadis nabi.
10

 Contoh dalam Al-Qur‟an, umpannya pada surat Al-

Baqarah Ayat 228: 

...                 ... 

Artinya:” bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara 

makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri. 

 

 

                                                             
9
W.J.S. Poerwa Darminta., Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka,2002), Cet Ketujuh 

Belas, h. 339 
10

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan 

Undang-Undang Perkawinan, ( Jakarta: Kencana, 2011), h. 159-160 
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Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. 

Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak isteri semisal hak suami yang dikatakan 

dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukkan istri semisal atau seimbang dengan 

hak dan kedudukkan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukkan 

setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh 

ujung ayat tersebut diatas. 

B. HAK-HAK SUAMI DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN ISTRI 

 Adapun kewajiban istri yang menjadi hak suami adalah: 

1. Taat Kepada Suami 

Rasulullah SAW telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada 

suami mereka, karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikkan. 

Adapun ayat dalam Al-Qur‟an: Allah berfirman 

                   

 ... 

Artinya:Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah 

melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), 

dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka” 

(QS. An-Nisa: 34) 

 

 

  Dalam ayat ini dijelaskan (kaum lelaki menjadi pemimpin) artinya 

mempunyai kekuasaan (terhadap kaum wanita) dan berkewajiban mendidik dan 

membimbing mereka (oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas 

lainnya) yaitu kekuasaan dan sebagainya dan juaga karena mereka telah 

menafkahkan atas mereka (harta mereka) maka wanita-wanita yang saleh ialah 
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yang taat kepada suami mereka (lagi memelihara diri di balik belakang) artinya 

menjaga kehormatan mereka dan lain-lain sepeniggalan suami (karena Allah 

telah memelihara mereka) sebagaimana dipesankan-Nya kepada pihak suami itu. 

(dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyus) artinya pembangkangan 

mereka terhadap kamu misalnya dengan adanya ciri-ciri atau gejala-gejalanya 

(maka nasihatilah mereka itu) dan ingatkan supaya mereka takut kepada Allah 

(dan berpisahlah dengan mereka di atas tempat tidur) maksudnya memisahkan 

kamu tidur keranjang lain jika mereka memperlihatkan pembangkangan (dan 

pukullah mereka) yakni pukullah yang tidak melukai jika mereka masih belum 

sadar (kemudian jika telah menaatimu) mengenai apa yang kamu kehendaki 

(maka jangnlah kamu mencari gara-gara atas mereka) maksudnya mencari-cari 

jalan untuk memukul mereka secara aniaya. (sesungguhnya Allah Maha Tinggi 

lagi Maha Besar) karena itu takutlah kamu akan hukuman-Nya jika kamu 

menganiaya mereka. 

2. Memelihara Kehormatan Dan Harta Suami 

 

Diantara hak suami atas istri adalah tidak memasukkan seseorang 

kedalam rumahnya melainkan dengan izinnya, kesenangannya mengikuti 

kesenangan suami. 

                    

Artinya “dan (termasuk hamba-hamba tuhan yang maha pengasih) orang-orang 

yang infakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, diantara 

keduanya secara wajar. 
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Dalam hal ini memelihara kehormatan/menjaga diri, yang dimaksud dengan 

menjaga kehormatan disini adalah menutup apa yang dapat membuat malu bila 

dikemukakan, artinya menjaga segala sesuatu yang secara khusus berkenaan 

dengan rahasia suaminya kepada siapapun. 

 

3. Berhias Untuk Suami 

Diantara hak suami atas istrinya adalah berdandan karenanya dengan 

berbagai perhiasan yang menarik. Setiap perhiasannya yang terlihat semakin 

indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukan hal 

yang haram. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat istrinya 

dalam bentuk yang membecikannya sekiranya suami meminta izin istri sebelum 

berhubungan.  

                        

       

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (ke-besaran)-Nya ialah dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan 

merasa tentram kepadanya, dan dai menjadikan  diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sungguh, pada yang demikkian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kebesaran allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum: 21) 

 

 

4. Tidak Keluar Rumah Tanpa Seizin Suami 

Kewajiban istri terhadap saumi bukanlah kewajiban yang bersifat materil, 

tetapi bersifat moril. Maka tidaklah bisa dibenarkan jika seorang istri diwajibkan 

mencari rizki untuk mnghidupi keluarganya. 
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Seorang istri wajib melayani kehidupan batin suaminya jika suami 

mengajaknya, hukumnya berdosa jika istri menolak tanpa alasan yang dapat 

dibenarkan agama, seperti ketika datang haid, kesehatan yang tidak 

memungkinkan, dan sebagainya.
11

 Namun jika tidak ada alasan yang dapat 

dibenarkan agama, maka ia harus segera memenuhinya. 

Pemeliharaan merupakan tanggung jawab yang tidak terputus dan 

terhenti. Ini membutuhkan pengaturan hidup, mempertahankan perlindungan, 

dan keamanan rumah tangga. Lalu menuntut perasaan kejiwaan khusus yang 

mengingatkan perasaan-perasaan dengan tanggung jawab atas pemeliharaan dan 

mengikutiya. Termasuk suatu yang tidak mungkin diberikan kecuali kepada laki-

laki dengan unsur-unsurnya karena perempuan sebagai tempat yang membawa 

janin dari laki-laki. Wajib bagi laki-laki untuk menjaganya dari segala gangguan 

dan penyalahgunaan. Hal tersebut tidak sempurna kecuali dengan keberadaan 

laki-laki dalam rumahnya dibawah tanggung jawabnya. Hal tersebut tercamtum 

dalam Al-Quran (QS.An-Nisa‟ : 34) 

                   

                   

                    

         

 

                                                             
11

M. Thalib, 60 Pedoman Rumah Tangga Islam, (Jakarta:Titian Wacana, Edisi Kedua, 2007) h. 

40 
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Artinya: laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karea Allah telah 

melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan 

karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dan hartanya. Maka 

perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada allah) dan 

menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). 

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu 

beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), 

dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu maka 

janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya  sungguh Allah maha 

tinggi, maha besar. 

 

5. Bertanggung Jawab Atas Pekerjaan Rumah  

Pekerjaan dirumah adalah melaksankan semua yang berhubungan dengan 

rumah seperti kebersihan, pengaturan, mempersiapkan makanan, dan lain-lain. 

Begitu seterusnya.Teks Al-Quran dan As-Sunnah tidak menolak atas ketetapan 

perempuan dalam masalah tersebut sebagai hak suami. Kecuali bahwa 

kebiasaaan yang berlaku pada sepanjang masa sejak masa Rasulullah Saw bahwa 

perempuan memegang peran dalam melayani rumah tangganya. Tidaklah 

keberadaan hak ini menjadikan perselisihan sehingga memerluakn teks (Al-

Quran Dan As-Sunnah). Sungguh para perempuan memegang peran dalam 

melayani suami mereka tanpa merasa sebagai kekurangan atau dijuampai bahwa 

mereka menyukai hal tersebut.  

Adapun suami jika pekerjaannya diluar rumah maka ia menghabiskan 

waktunya dan kepayahannya. Jika ada sesuatu yang disandarkan pada pekerjaan 

rumah maka demikian itu berlipat-lipat dalam pekerjaannya dengan waktu yang 

dirasakannya dengan sekeliling orang yang mampu untuk bekerja dan ia tidak 

bekerja. 

C. HAK ISTRI YANG MENJADI KEWAJIBAN SUAMI 



20 
 

 

1. Mahar 

Mahar dalam bahasa arab Shadaq. Asalnya islam mashdar dari kata 

Ashdaqa, Mashdarnya Ishdaq diambil dari kata Shidiqin (benar). Dinamakan 

shadaq memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah pokok dalam 

kewajiban mahar atau mas kawin.
12

 

Mahar adalah sesuatu yang diberikan seseorang wanita berupa harta atau 

yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad. Utamaya adalah pemberian 

kepada seorang wanita walupun sebagian darinya atau sedikit dari pada 

meninggalkannya dalam suatu akad. Hal ini tidak membatalkan keabsahannya, 

yang terpenting adalah sesuatu yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang 

wanita. Seolah-olah ini adalah pengibaratan dari kebaikkan niat seorang laki-laki 

kepada perempuan, dan permulaan keterikatan yang baik antara keduanya, yang 

beraraskan  kecintaan dan kerelaan serta hubungan yang baik.
13

 

Jika melangsungkan pernikahan, suami diwajibkan memberi sesutu 

kepada siistri, baik berupa uang ataupun barang (harta benda). Adapun Firman 

Allah Swt: QS. An-Nisa‟: 4 

         ... 

Artinya:”berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian yang penuh kerelaan. 

 

Pemberian mahar ini wajib bagi laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun 

nikah, dan apabila tidak disebutkan pada waktu akad, pernikahan itu pun sah. 

                                                             
12

Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, op. Cit., h. 174 
13

Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Kelurga (Jakarta 13220:Amzah, 2010) , h. 173 
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Banyaknya mas kawin itu tidak dibatasi oleh syariat islam, melainkan menurut 

kemampuan suami beserta keridaan istri. Sungguhpun demikian, suami 

hendaklah benar-benar sanggup membayarnya: karena mahar itu apabila telah 

ditetapkan, maka jumlahnya menjadi utang atas suami, dan wajib dibayar 

sebagaiman halnya utang kepada orang lain. Kalau tidak dibayar, akan dimintai 

pertanggung jawabnya dihari kemudian. Janganlah terpedaya dengan kebiasaan 

bermegah-megah dengan banyak mahar sehingga si laki-laki menerima 

perjanjian itu karena utang, sedangkan dia tidak ingat akibat yang akan menimpa 

dirinya. Perempuan (istri) pun wajib membayar zakat maharnya itu sebagaimana 

dia wajib membayar zakat uangnya yang dipiutangnya.
14

 

Sabda Nabi Muhammad SAW: 

ًِ وَ سَهَّمَ قَالَ نَوْاَنَّ رَ هًااَعْطَى امْزَاَةًصَدَاقًا جُعَهْ خَا بِزٍ اَنَّ رَسُوْ لَ الِله صَهَّى الُله عَهَيْ

ًُ حَلَانًا. رواي أحمد وابوداود ًِ طَعَامًاكَا وَتْ نَ  مِمْ ءَيَدَيْ

Artiny: Dari Jabir,”sesungguhnya Rasulullah Saw. Telah bersabda,”seandainya 

seorang laki-laki memberi makanan sepenuh dua tanganya saja untuk maskawin 

seorang perempuan, sesungguhnya perempuan itu halal baginya,” (Riwayat 

Ahmad Abu Dawud) 

Hadis ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun yang 

sedikit.Demikian juga tidak ada keterangan dari nabi bahwa beliau meninggalkan 

mahar pada suatu pernikahan. Andai kata mahar tidak wajib tentu nabi pernah 

meninggalakannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak 

wajib, akan tetapi beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menujukkan 

kewajiban.  

                                                             
14

Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 393-394 
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2. Nafkah 

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk 

materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi.Sedangkan 

kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri 

tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap 

istrinya.Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini 

adalah nafkah batin sedangka dalam bentuk materi disebut nafkah lahir, yang 

ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau 

materi. 

Kata nafkah berasal dari kata  انفقdalam bahasa arab secara etimologi 

mengandung arti: نقص وفل yang berarti berkurang. Juga berarti  فنى و ذ

.yang berarti hilang atau pergiهب
15

dimaksud dengan nafkah adalah semua 

kebutuhan dan keperluan yang bermaksud menurut keadaan dan tempat, 

seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. 

Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi 

keperluan dan kebutuhan serta megingat keadaan dan kemampuan orang 

yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat. Keterangan 

atau alasannya adalah sebuah hadis, berkaitan dengan kadaan istri Abu 

Sufyan seperti yang akan dijelaskan kemudian, dengan mengingat firman 

Allah SWT: QS. Al-Baqarah :228 

                                                             
15

Amir Syarifuddin, op.cit., hal. 165 
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...           ... 

Artinya:”dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang makruf” 

Dari ayat diatas jelaslah bahwa nafkah seorang istri itu harus sesuai 

dengan ketaatannya. Seorang istri yang tidak taat (durhaka) kepada 

suaminya, tidak berhak mendapat segala nafkah, dalam hal tersebut tidak 

memberikan ketentuan kadar nafkah itu, hanya dengan kata-kata makruf 

(pantas), berarti menurut keadaan suatu tempat dan disesuikan dengan 

kemampuan suami serta kedudukkannya dalam masyarakat. 

3. Mut‟ah 

Kata mut‟ah dengan dhammah mim (mut‟ah) atau kasrah (mit‟ah) 

akar kata dari al-mata‟. Yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi 

yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya 

sebab talak atau semakna dengannya dengan beberpa syarat, mut‟ah juga 

wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan sebelum bercampur 

dan sebelum kepastian mahar.  

Sebagian ulama berpendapat bahwa mut‟ah dalam kondisi tersebut 

tidak wajib, ia hanya sunnah. Demikian pendapat Malim, Al-Laits, Ibnu 

Asy-Syafi‟i Abi Laya, dan imam dalam pendapat yang lama (QaulQadim), 

mayoritas ulama beralasan sebagai berikut: 

Al-Quran (QS.Al-Baqarah: 236) 
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Artinya: “tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu 

menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan 

sebelum kamu menentukan mahar nya. Dan hendaklah kamu berikan suatu 

mut‟ah (pemberian) kepada mereka.Orang yang mampu menurut 

kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu 

pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi 

orang-orang yang berbuat kebajikkan”  

Ayat ini menjelaskan hukum wanita tercerai sebelum bercampur 

dan belum ditentukan maharnya, ia wajib diberi mut‟ah. 

4. Pendidikan dan Pengajaran 

Islam mendorong pada tingkatan yang sama secara praktis dan agama 

bagi laki-laki dan perempuan secara sama. Oleh karena itu mencari ilmu 

diwajibkan bagi muslim dan muslimah. Islam tidak mengizinkan bagi laki-

laki untuk menguasai antara perempuan dengan peradaBpan, keagamaan dan 

kemasrakatan dan hal demikian lebih menolong bagi perempuan untuk 

melakukan tujunanya dalam kehidupan sebagai perempuan untuk melakukan 

tujuannya dalam kehidupan sebagai penyempurnaan pelaksanaan.  

Oleh karena itu termasuk hak perempuan atas suaminya adalah 

mendapatkan pengajaran mengenai hukum-hukum shalat, hukum-hukum 

haidh, dan hendaknya membacakan pendapat tentang bid‟ah dan berbagai 

kemungkaran dengan menjelaskan keyakinan yang benar kepadanya. Jika 

tidak, hendaknya ia keluar untuk bertanya kepada ulama atau ia bertanya 
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untuk istrinya. Bukanlah bagi suami untuk mencegahnya jika ia 

menginginkan pengetahuan yang berkaitan dengan pokok-pokok agama dan 

dasar-dasar agama, kecuali jika ia telah melaksanakan untuk istrinya atau ia 

bertanya untuk istri. Baginya untuk keluar bersama istri untuk belajar 

bersamanya sehingga ia belajar kebutuhan-kebutuhan agamanya, jika ia 

menolak dan mencegah maka ia sama-sam berdosa. 

Jika itu tidak tetap dalam pandangan islam sungguh ia telah 

memerintah untuk mencegah keluarganya dari azab dan menyelamatkan 

mereka dari kecelakaan dunia dan akhirat. Memalingkan mereka pada agama 

mereka dan memperhatikan pelaksanaan mereka dengan berbagai kewajiban 

penyelesaiannya dari larangan-larangannya.
16

 

Allah berfirman (QS. At-Tahrim : 6) 

                     ... 

Artinya:  “hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 

  Maksud dari ayat tersebut untuk menjaga dirimu dan keluargamu 

dari api neraka serta didikalah dan ajari mereka, untu terhindar dari api 

neraka dengan ketaatan kepada Allah perintahkanlah keluargamu untuk 

berzikir sehingga Allah menyelamatkanmu dari api neraka. 

5. Berlaku Adil Pada Semua Istrinya 

                                                             
16

Ali Yusuf As-Subki, op.cit., hal. 189-191 



26 
 

 

Termasuk hak istri atas suaminya adalah keadilan dalam pemberian 

nafkah dan perumahan jika ia memiliki lebih dari seseorang istri.
17

 Jika ia 

menetapkan hubungan baik yang diperintahkan allah dengan firmannya: 

(QS.An-Nisa‟ : 19) 

...  ...      

Artinya: “dan bergaullah dengan mereka secara patut 

Suami berlaku adil antara istri-istrinya jika ia berpoligami. Inilah yang 

dijelaskan sunnah yang suci sungguh Rasulullah Saw, bersabda: 

Maksud dari ayat ini berkenaan dengan suami yang 

berpoligami.Pengertian “condong” dalam hadist diatas adalah dalam hal 

materi dan sikap-sikap lahirnya. Misalnya membedakan pemberian nafkah 

dan sikap-sikap lahiriyah, tidak sama dalam menggilir istri-istrinya dan lain 

sebagainya. Adapun prihal cinta dan kasih sayang, tidak termasuk dalam 

larangan hadits diatas.Sebab, hal cinta dan kasih sayang tidak dapat 

disamakan dengan hal materi dan sikap-siakp lahiriyah.Soal cinta dan kasih 

sayang berada diluar kemampuan manusia.Sedangkan soal keadilan dibidang 

materi berada dalam kemampuan manusia untuk melakukannya. 

D. HAK BERSAMA SUAMI ISTRI 

1. Hubungsn Seksual Suami Istri 

                                                             
17

M.Thalib op.cit.,  hal. 34 
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Islam tidak lalai bercampur tangan dalam hubungan seksual suami istri, 

karena hal tersebut merupakan salah satu tujuan pernikahan.Tidak selayaknya 

untuk melupakannya atau berpura-pura bodoh. Al-Quran sungguh telah 

menggambarkan hubungan seksual suami isti dengan gambaran keindahan yang 

menunjukkan kelayakkan hubungan ini dalam memenuhi keinginan-keinginan 

secara fitrah, Allah Berfirman (QS.Al-baqarah: 223) .
18

 

  ...         ... 

Artinya: istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka 

datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. 

Masing-masing suami istri berhak bersenang-senang dengan pasangannya 

karena memenuhi dorongan fitrah dan mencari keturunan merupakan tujuan yang 

tinggi dari hubungan ini. Allah berfirman:(QS.Al-Mu‟minun: 5-6) 

                       

 

Artinya: dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-

istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam 

hal ini tiada tercela Hak ini berserikat antara suami istri, karena suami halal 

terhadap istrinya sebagaimana istri halal terhadap suaminya, tidak 

tergambarkan secara akal jika bersenang-senang tersebut hanya terjadi dari 

salah satu dari mereka bukan yang lain. Haram salah satu dari mereka yang 

mengharamkan pasangannya melakukan hak ini.
19

 

2. Warisan 

                                                             
18

Ali Yusuf As-Subki, op.cit., hal. 207 
19

Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, op.cit., h. 231 
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Warisan merupakan hak perserikat antara suami istri. Masing-masing darinya 

berhak atas peninggalan pemiliknya sebagai bagian yang jelas batas-batasannya 

dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah: (QS. An-Nisa‟ :12) 

                  

                   

                    ... 

  

Artinya: “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 

istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai 

anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah 

dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar utangnya.Para istri 

memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat 

yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar utang-utangmu. 

 Maksud dari ayat ini, kerabat-kerabat istri, mereka tidak dapat mencegah suami 

atas haknya dalam peninggalan istrinya, sebagaimana para kerabat suami tidak dapat 

mencegah istri atas haknya dari peninggalan suaminya. Karena dengan demikian 

mereka membatasi allah dan rasul-nya, menyalahi syariat allah dan melampaui batas-

batas-nya. 

3. Baik Dalam Hubungan 

  Allah memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami 

istri.Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, 

membersihkannya, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari 

sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang 
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mengeruhkan kesucian, membawa pada keburukkan hubungan atau keputusasaan 

didalamnya ataupun kepadanya.Lalu Allah berfirman dalam (QS. An-Nisa: 19) 

dengan gambalang akan hikmahnya berpasang. 

...                   

  

Artinya: dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak 

menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai 

sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikkan yang banyak. 

  Jadi, Berbuat baik dalam berhubungan menjadi jauh dari sesuatu yang 

bersegera dan berusaha kepada sesuatu yang direlakan dan memberi pertolongan 

dalam mencegah keburukkan serta mengambil kebaikkan.Ikhlas dalam 

memenuhi kewajiban beserta kasih sayang dan toleran 
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BAB III 

FEMINISDAN HUKUM ISLAM  

A. FEMINIS 

1. Definisi Feminis 

Feminis dalam artian kamus Bahasa Indonesia adalah gerakkan wanita 

yang berusaha dan menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita 

dan pria.
20

 

Feminisme yang memiliki arti dari femina tersebut, memiliki arti sifat 

keperempuan, sehingga feminisme diawali oleh presepsi tentang ketimpangan 

posisi perempuan dibanding laki-laki di masyarakat.Akibat presepsi ini, timbul 

berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk 

mengeliminasi dan menemukan formula penyetaraan hak perempuan dan laki-

laki dalam segala bidang, sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia 

(human being). 

Feminis juga merupakan ideologi pembebasan perempuan karena yang 

melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan 

mengalami ketidakadilan disebabkan jenis kelamin yang dimilikinya. 

Feminisme juga sebagai suatu kesadaran akan penindasan dan 

pemerasan terhadap perempuan di masyarakat, tempat kerja, dan keluarga, serta 

                                                             
20

Abdullah,  kamus lengakop bahasa indonesia edisi terbaru, (Sandro Jaya: Jakarta) h. 160 
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tindakkan sadar oleh perempuan dan laki-laki untuk mengubah kesadaran 

tersebut. Maka hakikat dari feminisme masa kini adalah perjuangan untuk 

mencapai kesetaraan, harkat, serta kebebasan perempuan untuk memilih dalam 

mengelola kehidupan dan tubuhnya,baik di dalam maupun di luar rumah 

tangga. 

Sedangakn menurut Mansour Fakihjuga menjelaskan bahwa feminisme 

merupakan gerakkan yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum 

perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta usaha untuk 

mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Dengan beragamnya arti 

feminisme, maka akan sulit mendaptakn definisi feminisme dalam semua ruang  

dan waktu. Hal ini terjadi karena feminisme tidak mengusung teori tunggal, 

akan tetapi menyesuaikan kondisi sosiokultural yang melatarbelakangi 

munculnya paham itu serta adanya perbedaan tingkat kesadaran, presepsi, dan 

tindakkan yang dilakukan oleh para feminisme. 

Dengan demikian feminisme kini bukan lagi sekedar ideologi dan 

kepercayaan semata, melainkan suatu ajakkan untuk bertindak atau gerakkan 

pembebasan. Dengan tindakkan maka feminisme akan menjadi gerakkan 

pembebasan perempuan yang nyata dan dapat mengakat derajat perempuan 

pada posisi yang sepantasnya, jika tidak, maka feminisme hanya akan menjadi 

retorika saja bahkan keberadaan akan ditelan waktu.
21
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S Susanti, BAB III Feminisme, Diakses Dari: Pdf digilib.uinsby.ac.id. 2014, h. 43-46 
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2. Sejarah Femenisme 

Gerakkan feminisme dimulai sejak abad ke-18, namun diakhiri pada abad 

ke-20, suara wanita dibidang hukum, khususnya teori hukum, muncul dan 

berarti. Hukum feminis yang dilandasi sosiologi feminis, filsafat feminis dan 

sejarah feminis merupakan perluasan perhatian wanita di kemudian hari. Di 

akhir abad ke-20, gerakkan feminis banyak dipandang sebagai sempalan 

gerakkan Critical Legal Studies, yang pada intinya banyak memberikan kritik 

terhadap logika hukum yang selama ini digunakan, sifat manipulatif dan 

ketergantungan hukum terhadap politik, ekonomi, peranan hukum dalam 

membentuk pola hubungan sosial, dan pembentukkan hierarki oleh ketentuan 

hukum secara tidak mendasar. 

 Walaupun pendapat feminis bersifat Pluralistik, namun satu hal yang 

menyatukan mereka adalah keyakinan mereka bahwa masyarakat dan tatanan 

hukum bersifat patriarki. Aturan hukum yang Netral dan Objektifsering kali 

hanya merupakan kedok terhadap pertimbangan politis dan sosial yang 

dikemudikan oleh ideologi pembuat keputusan, dan ideologi tersebut tidak 

untuk kepentingan wanita. Sifat patriarki dalam masyrakat dan ketentuan 

hukum merupakan penyebab keadilan, dominasi dan subordinasi terhadap 

kesederajatan gender. Kesederajatan gender tidak akan dapat tercapai dalam 

struktur institusional ideologis yang saat ini berlaku. 

Feminis menitikberatkan perhatian pada analisis peranan hukum terhadap 

bertanhannya hegemoni patriarki. Segala analisis dan teori yang kemudian 

dikemukakan oleh feminis diharapkan dapat secara nyata diberlakukan, karena 
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segala upaya feminis bukan hanya untuk menghias lembaran sejarah 

perkembangan manusia, namun lebih kepada upaya manusia untuk bertahan 

hidup. Timbulnya gerakkan feminis merupakan gambaran bahwa ketentuan 

yang abstrak tidak dapat menyelesaikan ketidasetaraan.
22

 

3. Teori-Teori Feminisme  

Teori feminisme yang kita kenal sekarang berasal dari periode 

sebelumnya, namun telah dikembangkan dan mengalami pemberagaman 

melalui proses debat, kritik dan refleksi yang tak kunjung henti. Hasilnya, 

berbagai cabang teori dan objek penyelidikkan teoritis baru telah muncul dalam 

waktu yang berlainan selama proses tersebut.  

Karena gerakkan feminisme ini merupakan sebuah ideologi yang 

bertujuan untuk menciptakan dunia bagi kaum perempuan untuk mencapai 

kesetaraan sosial, feminisme berkembang menjadi tiga mazhab yang paling 

dikenal adalah: 

a. Feminisme Liberal 

Teori feminis liberal menyakini bahwa masyarakat telah melanggar 

nilai tentang hak-hak kesetaraan terhadap wanita terutama dengan cara 

mendifinisikan wanita sebagai sebuah kelompok ketimbang sebagai 

individu-individu. Mazhab ini mengusulkan agar wanita memiliki hak yang 

sama dengan laki-laki.  
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Taufik Afandi, Feminis Menurut Pandangan Islam, (diakses dari: pelajar-sejati.blogspot.com), 

tahun 2015 
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Gerakkan utama feminisme liberal tidak mengusulkan perubahan 

struktur secara fundamental, melainkan memasukkan wanita ke dalam 

struktur yang ada berdasarkan prinsip kesetaraan dengan laki-laki. Lebih 

kepada perjuangan yang harus menyentuh kesetaraan politik antara wanita 

dan laki-laki melalui penguatan perwakilan wanita di ruang-ruang publik.  

b. Feminisme Radikal 

Feminis radikal juga dikembangkan dari gerakan-gerakan kiri baru 

(new left) yang menyatakan bahwa perasaan-perasaan keterasingan dan 

ketidakberdayaan pada dasarnya diciptakan secara politik dan karenanya 

transformasi persoanal melalau aksi-aksi radikal merupakan cara dan tujuan 

yang paling baik. Mazhab ini secara fundamental menolak agenda 

feminisme liberal mengenai kesamaan hak wanita  dan menolak strategi 

kaum liberal yang bersifat tambal sulam, incremental, dan tidak menyeluruh, 

bersebrangan dengan feminis liberal yang menekankan kesamaan antara 

wanita dan laki-laki. 

Inti ajaran feminis radikal diantaranya, the persona is politcal 

sebagai slogan yang kerap digunakan oleh feminis radikal. Maknanya: 

bahwa pengalaman-pengalaman individual wanita mengenai ketidakadilan 

dan kesengsaraan yang oleh para wanita dianggap sebagai masala-masalah 

personal, pada hakikatnya adalah isu-isu politik yang berakar pada 

ketidakseimbangan kekuasaan antara wanita dan laki-laki. Memprotes 

eksploitasi wanita dan peaksanaan peran sebagai istri, ibu dan pasangan sex 

laki-laki, serta menganggap perkawinan sebagai bentuk formalisasi 
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pendiskriminasian terhadap wanita. Menolak sistem hierarkis yang berstrata 

berdasrkan garis gender dan kelas, sebagaimana diterima oleh feminis 

liberal. 

c. Feminisme Sosialis 

Feminis sosialis lebih menekankan wanita tidak dimasukkan analisis 

kela, karena pandangan bahwa wanita tidak memiliki hubungan khusus 

dengan alat-alat produksi. Karenanya, perubahan alat-alat produksi 

merupakan necessary condition dalam mengubah faktor-faktor yang 

mempengaruhi penindasan terhadap wanita. 

Teori feminis menjadi kian beragam dan cenderung menitibertkan 

perhatian pada persoalam-persoalan khusus ketimbang berusaha memotret 

kondisi perempuan secara umum.  

d. Feminis Anarkis 

Feminis anarkisme lebih bersifat sebagai suatu paham politik yang 

mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap negara dan laki-laki 

adalah sumber permasalahn yang sesegera mungkin harus dihancurkan.
23

 

4. Tokoh-Tokoh Feminis  

Adapun beberapa tokoh dalam feminis yaitu: 

a. Kamla Bhasin, seorang feminis asal asia selatan, berpendapat bahwa 

perempuan dalam budaya patriarki tidak hanya menjadi ibu, tetapi budak 
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Nur Cintama Purba, Feminisme, Diakses Dari: nurcintamapurba@blogspot.com/, pada tanggal: 

jum‟at, 11 September 2015. 
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seks, dan ideologi patriakal mempertentangkan perempuan sebagai makhluk 

seksual dengan perempuan sebagai ibu. Perempuan memasuki wilayah 

kontrol atas seksualitas yang menjadi bidang subordinasi perempun dengan 

mewajibkan untuk memberikan pelayanan seksual kepada laki-laki sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan laki-laki. 

Perempuan dalam perkawinan didasarkan pada tindakkan untuk 

memperlakukan perempuan sebagai obyek seks laki-laki dan penghasil 

keturunan. Pandangan ini dapat ditemukan dalam ilustrasi fatima umar nassif, 

bagaimana perempuan pada zaman pra-islam semata-mata dinikahi tidak 

lebih dari obyek pemuas seks laki-laki 

b. Simone De Beauvoir seorang feminis menjuluki perkawinan sebagai bentuk 

dari perbudakkan, karena dalam perkawinan, ambisi dan kehendak 

perempuan dimatikan, ia dibiarkan tenggelam dalam rutinitas pekerjaan 

rumah, setelah masa tua datang, baru perempuan sadar begitu lama waktu 

dihabiskannya tanpa tujuan yang jelas. 

Walaupun dikalangan feminis ada yang menolak mentah-mentah institusi 

perkawinan, akan tetapi ada kubu yang pro. Kubu yang pro umumnya berasal dari kubu 

psikoanalisis dan postmodernis yang tidak melarang perempuan menjatuhkan pilihan 

bebasnya untuk menikah, namun bermaksud untuk mendefinisikan ulang makna 

perkawinan bagi perempuan dan laki-laki secara setara. 

 Feminis tidak anti keluarga, justru feminisme ingin membangun suatu relasi 

keluarga yang sederajat dan adil antara pihak laki-laki dan perempuan.Artinya 
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feminisme tidak berurusan dengan pilihan-pilihan pribadi pembagian kerja perempuan di 

rumah (domestik). Itu terserah pada pilihan masing-masing, apakah perempuan mau 

bekerja di rumah (sebagai ibu rumah tangga) atau di luar (sebagai perempuan karier) 

a. Jean Baker Miller salah seorang feminis psikoanalisa yang melakukan 

pembelaan, meski ia menolak gagasan bahwa perempuan secara alami lebih 

sesuai melakukan tugas keibuannya, namun mungkin konsep perkawinan akan 

cocok karena di sana perempuan dapat mengapresiasikan sifat-sifat altruisnya 

bagi sesama keluarga, hanya saja laki-laki dan perempuan harus saling bahu-

membahu dalam mewujudkan peran-peran ini 

b. Seoranag tokoh feminis Postmodernis Luce Irigaray berargumen bahwa dalam 

dunia yang diliputi hegemoni pola berpikir laki-laki, perempuan harus 

dibebaskan dari ikatan-ikatan biarkan perempuan memilih apa yang terbaik dan 

membuat mereka bahagia. 
24

 

c. Menurut Qasim Amin seorang tokoh feminis, ia berpendapat menempatkan 

perempuan sederajat dengan laki-laki dalam hal tanggung jawabnya di muka 

bumi dan di kehidupan selanjutnya, jika perempuan melakukan tindak kriminal, 

bagaimana pun juga, hukum tidak begitu saja membebaskannya atau 

merekomendasikan pengurungan hukuman padanya.  

d. Fatima Mernissi adalah seorang muslimah berkebangsaan maroko. Menurut 

Mernissi mengemukakan perdebatan para ulama mengenai boleh tidaknya 

perempuan menjadi kepala pemerintahan. Satu pihak dari mereka mengatakan, 
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perempuan boleh saja menjadi kepala negara, karena islam telah memberi hak 

yang sama kepada perempuan dan laki-laki.
25

 

B. HUKUM ISLAM 

1. Pengertian Hukum Islam 

Kata “syari‟at” bersal dari Bahasa Arab, Asy-Syari‟ah Al-Islamiyyah.Ibn al-

mazhur, menurut bahasa, kata “syari‟at” berarti masyra‟ah al-ma‟ (sumber air).Akan 

tetapi, sumber air tidak mereka sebut syari‟a, kecuali dala sumber itu banyak air 

berlimpah dan tidak habis-habisnya.Kata “syari‟at” berasal dari kata kerja syara‟a. 

Ada pula yang menyebutkan, menurut bahasa kata “syariat” berasal dari kata 

syara‟ yang berarti menjelaskan dan menyatakan sesuatu atau dari kata Asy-Syir dan 

Asy-Syari‟atu yang berarti tempat yang dapat menghubungkan pada sumber air yang 

tidak ada habis-habisnya sehingga orang yang membutuhkan air tidak lagi memerlukan 

alat untuk mengambilnya.
26

 

 Menurut istilah, syariat berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah 

untuk mengatur hubungan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan Tuhanya, 

mengatur hubungan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam 

semesta.Syariat mengatur hidup manusia sebagai individu, yaitu hamba Allah yang 

harus taat, tunduk, dan patuh kepada Allah.Ketataatan, ketundukkan, dan kepatuhan 

kepada Allah dibuktikan dalam bentuk pelaksanaan ibadah yang tata caranya diatur oleh 
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syariat Islam.Syariat Islam juga mengatur hubungan antara seseorang dan dirinya untuk 

mewujudkan sosok individu yang saleh. 

 Makna harfiah syariat adalah jalan menuju sumber kehidupan, syariat adalah 

rujukkan tindakkan umat islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah 

akidah, ibadah, dan muamalah. Dengan demikian, secara etimologis, syariat berarti jalan 

yang dilalui air untuk diminum atau tangga tempat naik yang bertingkat-tingkat. 

 Syariat diartikan pula sebagai tempat air yang selalu didatangi manusia dan 

binatang.Bahwasannya syariat sama dengan hukum Islam, yaitu tuntunan dan tuntutan, 

tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan 

Al-Quran dan As-Sunnah serta Ijma‟ sahabat. Syariat atau hukum Islam bersumber pada 

dalil-dalil yang diperoleh melalui proses istidhal atau istinbath al-ahkam.
27

 

 Adapun kata fiqh (fikih dalam bahasa Indonesia) secara etimologi artinya paham, 

pengertian dan pengatahuan.Fiqh secara terminologi adalah hukum syara‟ yang bersifat 

praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperici. 

 Kata fiqh dihubungkan dengan perkataan ilmu sehingga menjadi ilmu fiqh. Ilmu 

fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma dasar dan 

ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Yang 

direkam didalam kitab hadis. Dari pengertian diatas menunjukkan bahwa antara syariah 

dan fiqh mempunyai hubungan yang istilah dimaksud, yaitu: 

1. Syariat Islam 
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2. Fiqh Islam 

Dalam kepustakaan hukum Islam Bahasa Inggris, syariat Islam diterjemahkan 

dengan Islamic Law, sedangkan Fiqh Islam diterjemahkan dengan istilah islamic 

jurisprudence. Dapat menimbulkan kerancuan yang dapat menimbulkan sikap salah 

kapra terhadap fiqh.Fiqh diidentikkan dengan syariah. 

Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa hukum Islam yang dimaksud 

adalah sama, seperti yang disebut dengan syariah dan fiqh. Hukum Islam yang 

merupakan terjemahan dari Islamic law dipahami baik dikalangan umat islam 

sendiriataupun diluar itu, adalah satu sistem yang mengatur masyrakat muslim dalam 

kehidupannya sehari-harinya.
28

 

2. Tujuan Hukum Islam 

Allah SWT menurunkan syari‟at (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan 

manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Hal ini berbeda 

dengan konsep hukum diluar Islam yang hanya ditujukkan untuk mengatur kehidupan 

manusia selaku anggota masyarakat (Odening Van Het Sociale Leven). Dalam 

pandangan hukum di luar Islam, bahwa hukum itu sebagai hasil proses kehidupan 

manusia bermasyarakat, sebagaimana yang diungkapkan oleh cicero, bahwa Ubi 

societas Ibi Ius, (di mana ada masyarakat di sana ada hukum). Dalam tata aturan hukum 

di luar Islam, aturan yang berkaitan dengan kehidupan pribadi tidak dinamakan hukum, 

ia dinamakan hukum, ia dinamakan norma “Moral”, “budi pekerti”, atau “susila”. 
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Secara umum, tujuan pencipta hukum (syari‟) dalam menetapkan hukum-

hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagian manusia 

seluruhnya, baik kebahagian didunia yang fana (sementara) ini, maupun kebahagian 

diakhirat yang baqa (kekal) kelak. Tujuan hukum Islam yang demikian itu dapat kita 

tangkap antara lain dari firman Allah SWT dalam QS. Al-Anbiya: 107 

         

Artinya: “dan kami tidak mengutus engkau (muhammad) melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi seluruh alam. 

  

 Tujuan hukum Islam (Maqashid Al-Syari‟ah) sebagaimana diuraikan diatas, 

dapat dirinci kepada lima tujuan yang disebut Al- Maqashid Al- Khamsah atau Al-

Kulliyat Al-Khamsah. Lima tujuan itu adalah: 

1. Memelihara agama (Hifdz Al-Din) agama adalah sesuatu yang harus dimiliki 

oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat 

makhluk lain, untuk memenuhi hajat jiwanya. Pengakuan iman, pengucapan dua 

kalimat syahadat, pelaksanaan ibadah shalat, puasa, haji dan seterusnya, dan 

mempertahankan kesucian agama, merupakan bagian dari aplikasi memelihara 

agama.  

2. Memelihara jiwa (Hafidz Al-Nafs). Untuk tujuan memelihara jiwa islam 

melarang pembunuhan, penganiayaan dan pelaku pembunuhan atau 

penganiayaan tersebut diancam dengan hukuman qishas 

3. Memelihara akal (Hifdz Al-„Aql), yang membedakan manusia dengan makhluk 

lain, adalah 
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a. Manusia telah dijadikan dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan 

makhluk lain, dan 

b. Manusia dianugrahi akal oleh karena itu akal perlu dipelihara, dan yang 

merusak akal perlu dilarang 

Aplikasi pemeliharaan akal ini antara lain larangan minum khamr 

(minuman keras), dan minuman lain yang dapat merusak akal, karena khamr dan 

minuman tersebut dapat merusak akal, karena khamr dan minuman tersebut dapat 

merusak dan menghilangkan fungsi akal manusia. 

4. Memelihara keturunan (Hifdz Al-Nasl), untuk memelihara kemurnian keturunan, 

maka Islam mengatur tata cara pernikahan dan melarang perzinaan tersebut. 

5. Memelihara harta benda dan kehormatan (Hifdz Al-Mal-Wa Al-„Irdh), aplikasi 

pemeliharaan harta antara lain pengakuan hak pribadi, pengaturan mu‟amalat 

seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan sebagainya, selanjutnya aplikasi 

pemeliharaan kehormatan nampak dalam larangan menghina orang lain, 

ancaman hukuman bagi penuduh zina (Qadzaf).
29

 

Dengan demikian maka jelaslah bahwa tujuan diturunkannya syari‟at (hukum) 

Islam adalah untuk kepentingan, kebahagiaan, kesejahteraan dan kesalamatan umat 

manusia di dunia dan di akhirat kelak. 
30

 

3. Ciri-Ciri Hukum Islam 
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 Berdasarkan ruang lingkup hukum Islam yang telah diuraikan, dapat ditentukan 

ciri-ciri hukum islam sebagai berikut: 

1. Hukum Islam adalah bagian dan sumber dari ajaran agama Islam. 

2. Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diceraipisahkan 

dengan imam dan kesusilaan atau akhlak Islam 

3. Hukum Islam mempunyai istilah suci, yaitu  

a. Syari‟ah, bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad Saw  

b. Fiqh, adalah hasil pemahaman manusia yang bersumber dari nash-nash yang 

bersifat umum 

4. Hukum Islam terbagi menjadai dua bidang utama, yaitu 

a. Hukum ibadah, hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna 

b. Hukum muamalah dalam arti yang luas, bersifat terbuka untuk di 

kembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke 

masa  

5. Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti yang akan 

diuraikan dalam bentuk bagan tangga bertingkat. Dalil Al-Quran yang menjadi 

dasar dan mendasari Sunah Nabi Muhammad Saw, dan lapisan-lapisan 

seterusnya kebawah 

6. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala 

7. Hukum Islam dapat dibagi menjadi: 
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a. Hukum taklifi atau hukum taklif, yaitu Al-Ahkam Al-Khamsah yang terdiri 

atas lima kaidah jenis hukum lima penggolongan hukum, yaitu jaiz, sunat, 

makruh, wajib, dan haram 

b. Hukum wadh‟i, yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan 

terjadi atau terwujudnya hubungan hukum. 

Ciri-ciri hukum islam dapat diketahui melalui ajaran agama Islam. Ajaran agama 

islam diturunkan oleh Allah SWT, ketika masyarakat manusia sedang mengalami krisis 

dan sudah menantikan Islam, sebagai agama baru yang membawa tata aturan yang dapat 

mewujudkan kebahagiaan bagi kehidupan perseorangan maupun masyarakat, dan 

diantara tata aturan itu ialah fiqh Islam. Tata aturan tersebut bersumber pada Al-Quran 

dan Sunnah Rasul-Nya yang juga merupakan wahyu tuhan yang tidak langsung, karena 

Rasul Saw tidak pernah berbuat salah atau mengikuti hawa nafsunya sendiri. Pada kedua 

sumber tersebut kita dapati segi-segi hukum yang bermacam-macam, antara lain hukum 

perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum kenegaraan, hukum internasional, dan 

lain-lain.  

Tujuan pembuatan sesuatu hukum tidak akan tercapai dengan sistematika dan 

kebaikkan susunannya, tetapi juga dengan pelaksanaan tersebut dapat dikatakan apabila 

disertai dengan kerelaan (kepuasan) jiwa. Kesadaran ini baru bisa terwujud apabila ada 

keimanan  dan kepuasaan terhadap keadilan suatu Undang-Undang dan harapan akan 

mendapat pahala dari pembuatnya. 
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Keadaan semacam ini benar-benar terdapat dalam hukum Islam, karena semua 

ketentuan didasarkan atas pertimbangan agama dan akhlak yang tinggi, sehingga 

menimbulkan rasa puas dan keimanan pada diri orang-orang yang percaya kepada 

hukum tersebut.Sebagai contoh dapat dikemukakan dasar ketentuan zakat didalam Al-

Quran. Zakat merupakan sedekah wajib yang dikenakan terhadap harta tertentu seorang 

muslim yang harus diabayrakan untuk kemakmuran dan kebaikkan masyarakat. Al-

Quran menanamkan pada jiwa orang mukmim suatu kesadaran bahwa pemberian zakat 

bahkan sedekah yang lain juga adalah untuk kebaikan si pemberi itu sendiri, dismaping 

kebaikkannya untuk masyarakat.
31

 Allah SWT berfirman didalam Al-Qur‟an surah At-

Taubah (9) Ayat 103 

                            

 

Artinya:“ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan 

mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) 

ketentraman jiwa bagi mereka.Allah maha mendengar, maha mengetahui. 

4. Sumber Hukum Islam 

Dalam pandangan Islam, bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT, untuk 

beribadah kepada-nya, dia menurunkan petunjuk (Al-Din, Syariat), bagi kehidupan 

manusia, melalui firman-nya, sebagaimana terdapat dalam kitab suci Al-Qur‟an, yang 

kemudian dijelaskan oleh utusan (Rasul)-Nya, Allah berfirman: 
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Artinya: “Kitab al-qur‟an ini, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang 

bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 2) 

 Dengan demikian sumber (asal), atau isi (materi) hukum (welbron) atau rujukkan 

dalam menetapkan hukum, menurut pandangan Islam adalah kehendak tuhan tersebut 

dalam Firman-Nya yaitu Al-Qur‟an yang dijelaskan melalui utusan atau Rasul-Nya 

(sunnah), maka dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam (Mashadir Al-Ahkam) 

atau “sumber materil” sebagaimana dipahami dalam ilmu hukum, adalah Al-Qur‟an dan 

As-Sunnah.
32

 

 Secara umum, sumber-sumber materil pokok hukum islam adalah Al-Quran dan 

Sunnah. Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap waktu dan keadaan. Ijtihad 

dengan ra‟yu (akal) sesungguhnya adalah alat atau jalan untuk menyusun legislasi 

mengenai masalah-masalah baru yang tidak ditemukan bimbingan langsung dari Al-

Quran dan sunnah. 

a. Al-Qur‟an 

Al-Quran adalah sumber hukum (Masdar Al-Ahkam) dan dalil hukum (Adillat 

Al-Ahkam) yang utama syari‟at, baik syari‟at dalam arti luas maupun dalam arti sempit. 

Ditinjau dari makna syari‟at dalam arti yang luas, Al-Qur‟an berisikan: 
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a. Ajaran-ajaran (konsepsi) mengenai kepercayaan (akidah), yang fokusnya adalah 

tauhid (monotheisme), yakni ketuhanan yang Maha Esa dan sistem pengaturan 

hubungan antara tuhan (khaliq), alam raya dan manusia (makhluk) 

b. Berita (riwayat) tentang keadaan ummat manusia sebelum muhammad saw 

menjadi Nabi dan Rasul. Riwayat itu mengisahkan bagaimana akibatnya ummat 

yang tidak beriman, iman adalah sumber kebenaran (Al-Haq). Orang yang 

beriman itulah yang benar. Kepercayaan adalah motif pertama dari kebenaran 

sikap dan perbuatan 

c. Berita yang menggambarkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, 

terutama pada kehidupan diakhirat, yakni masa kehidupan yang kedua. 

d. Peraturan-peraturan lahir yang mengatur tingkah laku manusia yang berisi 

pengaturan bagaimana manusia berhubungan terhadap sesamanya, dengan 

tuhannya 

Al-Qur‟an diturunkan sebagai sumber petunjuk, dalam kehidupan manusia untuk 

mencapai kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik diakhirat. Kehidupan 

manusia terdiri dari kehiduapn lahiriah dan kehidupan rohaniah.Dengan demikian, 

hukum dalam Al-Quran mencangkup segala bidang kehidupan, baik jasmaniah maupun 

rohaniah. 
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Hubungan itu menyangkut hubungan manusia dengan tuhan, sebagai pencipta 

untuk mencapai kehidupan yang layak diakhirat, dan hubungan dengan sesama manusia 

untuk mencapai kehidupan yang baik didunia.
33

 

 Sehingga Al-Qur‟an adalah bacaan yang mulai dengan hanya membacanya, 

seseorang yang beriman telah memperoleh pahala yang besar karena membaca al-

Qur‟an adalah ibadah.
34

Allah nerfirman dalam Al-Qur‟an. 

                           

Artinya: “Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) akan 

membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaanya 

itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. (QS. Al-Qiyammah: 17-

19). 

 Al-Qur‟an terkumpul didalam dada Rasulullah Saw.Walaupun demikian, 

Muhammada Saw menjadi manusia yang sangat cerdas meskipun dikenal sebagai nabi 

yang tidak bisa membaca dan menulis (ummi). Kepada Rasullah Saw. Oleh karena itu, 

Al-Qur‟an adalah mukjizat terbesar dalam islam. 

b. Sunnah  

Sunnah bersal dari bahasa arab yang secara etimologi berarti “jalan yang bisa 

dilalui” atau “cara yang senantiasa dilakukan” atau “kebiasaan yang selalu 

dilaksanakan”, apakah cara atau kebiasaan itu sesuatu yang baik atau buruk. 

Pengertian sunnah secara etimologis (dalam istilah syari‟ah) sunnah bisa dilihat 

dari tiga bidang ilmu, yaitu dari ilmu hadis, ilmu fiqh dan ushul fiqh. 
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 Sunnah menurut ahli ushul fiqh adalah “segala yang diriwayatkan dari nabi 

Muhammad Saw, berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan 

hukum. 

 Sedangkan sunnah menurut para ahli fiqh, di samping pengertian yang 

dikemukakan para ulama ushul fiqh di atas, juga dimaksudkan sebagai salah satu hukum 

taklifi, yang mengandung pengertian “perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat 

pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat siksa (tidak berdosa).
35

 

 Dalam kepustakaan islam, sering kita jumpai perkataan sunnah dalam makna 

yang berbeda-beda, tergantung pada penggunaan kata itu dalam hubungan kalimat. kita 

akan menemui beberapa hal dalam hadis, seperti: 

1. Perkataan sunnah dalam istilah sunnatullah yang berarti hukum atau ketentuan-

ketentuan Allah mengenai alam semesta, yang di dalam dunia ilmu pengetahuan 

disebut “hukum alam” atau natural law.  

2. Perkataan sunnah dalam istilah Sunnatur Rasul yakni perkataan, perbuatan dan 

sikap diam Nabi Muhammad sebagai Rasulullah yang menjadi sumber hukum 

islam kedua setelah Al-Qur‟an 

3. Perkataan sunnah atau sunat dalam hubungannya dengan Al-Ahkam Al-Khamsah 

yang merupakan salah satu kaidah dari lima kaidah hukum islam yang bermakna 

anjuran, jika dikerjakan mendapat pahala (kebaikkan), apabila tidak dilakukan 

tidak berdosa atau tidak apa-apa. 
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4. Perkataan sunnah dalam ungakapan Ahlus Sunnah Wal Jama‟ah (sunni) yaitu 

golongan umat isalm yang berbeda, terutama dalam ajaran kepemimpinan 

politiknya (Imamah), dengan golongan syi‟ah atau ditulis shiit dalam 

kepustakaan atau media massa, yaitu golongan umat islam yang setia dan 

menjadi pengikut Ali Bin Abi Thalib serta keturunannya 

5. Sunnah dalam arti beramal ibadah sesuai dengan contoh yang diberikan Nabi, 

sebagai lawan dari Bid‟ah yakni pembaruan atau cara dalam beribadah yang 

tidak pernah dilakukan oleh nabi dan para sahabtnya.
36

 

Oleh karena itu pentingnya kedudukkan sunnah sebagai sumber nilai dan norma 

hukum islam, terjadilah gerakan untuk mencatat dan mengumpulkan sunnah Nabi yang 

disampaikan secara lisan turun-temurun dari satu generasi kegenarasi berikutnya, 

muncullah kemudian satu disiplin ilmu tersendiri mengenai ini yang disebut dengan 

istilah Ulum Al-Hadis. 

Ulumul hadis adalah adalah ilmu-ilmu yang berkenaan dengan hadis, dalam 

perkataan sehari-hari, hadis dan sunnah adalah sama, namun, para ahli, ada yang 

membedakan kedua istilah tersebut. Sebab menurut mereka, arti perkataan sunnah 

adalah adat-istiadat atau tradisi. Jika dikaitkan dengan nabi, istilah itu, seperti telah 

disinggung di atas, berarti perkataan, perbuatan atau baru. 

Menurut beberapa ahli hukum Islam adalah kebiasaan yang dalam masyarakat 

arab, dalam uraian di atas sunnah dalam pengertian ini disebut Sunatut Taqri (sunnah 
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dalam bentuk pendiaman nabi tanda menyetujui sesuatu perbuatan atau hal). Setelah 

islam berkembang, kebiasaan orang arab ini ada yang didiamkan ada pula yang diubah 

Nabi dan kemudian oleh para sahabatnya. Perubahan itu mengenai isinya, sedang 

bentuknya tetap dan dijadikan sarana untuk mengatur tingkah laku manusia.Hadis 

adalah keterangna resmi yang berasal dari Nabi yang disampaikan secara lisan dari satu 

generasi ke generasi berikutnya.
37

 

c. Ijtihad  

Wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw, telah berhenti 

dengan wafatnyanNabi Muhammad Saw, sementara masalah kehidupan manusia 

semakin berkembang. Keadaan demikian memunculkan adanya kemungkinan manusia 

menghadapi masalah yang secara khusus belum ada hukumnya, karena belum secara 

jelas dan rinci diatur dalam Al-Qur‟an dan Sunnah (nash) 

Apabila manusia yang menemukan masalah-masalah yang belum terdapat secara 

jelas hukumnya dalam nash maka manusia mempunyai dan diberi kebebasan oleh Allah 

SWT, untuk menggunakan akal fikirannya (ijtihad) dalam memecahkan masalah 

tersebut, artinya manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan hukum terhadap 

masalah yang dihadapinya. Kebebasan yang dimiliki oleh manusia ini, tetap harus 

memperhatikan petunjuk, pedoman dan perinsip-perinsip umum yang terdapat dalam 

Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi, karena ditunjuk oleh Allah SWT, ijtihad pada dasrnya 

merupakan sumber sebagai “the principle of movement” 
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Secara etimologis ijtihad berarti “mencurahakan segala kemampuan atau 

“memikul beban” 

Dalam pengertian terminologis, ijtihad berarti “mencurahkan kemampuan untuk 

mendapatkan hukum syara‟ (hukum islam) tentang suatu masalah dari sumber (dalil) 

hukum yang rinci, seseorang melakukan ijtihad dalam suatu masalah, apabila ia tidak 

menemukan secara jelas hukum tentang masalah tersebut dalam nash (Al-Qur‟an dan 

As-Sunnah). Sebagai pencipta syari‟at (syari‟) dan oleh Rasulnya, pembenaran dan 

anjuran ijtihad itu didasarkan atas petunjuk-petunjuk yang dapat kita baca dalam Al-

Qur‟an dan sunnah Rasul-Nya, petunjuk-petunjuk itu antara lain. 

                      

             .... 

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman taatilah allah dan taatilah Rasul 

(muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika 

kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada allah (al-quran) 

dan rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada allah dan hari kemudian. (QS.An-

Nisa‟: 59) 

         

Artinya: “lalu dikumpulkan para pesihir pada waktu (yang diterapkan) pada hari yang 

telah ditentukan (QS. Asy-Syu‟ara‟: 38) 

Adapun syarat-syarat ijtihad, yaitu sebagai berikut: 

1. Menguasai Al-Qur‟an dengan segala ilmunya 

2. Menguasai Sunnah Nabi dengan segala ilmunya 
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3. Mengetahui dan menguasai masalah-masalah yang telah disepakati oleh para 

ulama, yaitu masalah yang menjadi ijma‟ 

4. Memiliki pengetahuan yang luas tentang Qiyas 

5. Menguasai bahasa arab dengan segala ilmunya 

6. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Nasikh Mansukh dalam Al-

Qur‟an dan sunnah 

7. Memiliki pengetahuan yang luas tentang ilmu Ushul Fiqh dan kaidah-kaidah 

istinbath hukum 

8. Memiliki pengetahuan tentang Asbab Al-Nuzul ayat-ayat Al-Qur‟an dan hadis 

9. Mengetahui riwayat dan latar belakang para Rawy hadis 

10. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang maksud syari‟a 

11. Memiliki pengetahuan tentang manusia dan lingkungan tempat ia berijtihad 

12. Syarat-syarat intelektual diatas, seseorang yang akan berijtihad, ia juga harus 

memiliki sifat-sifat lain yang berkaitan dengan integritas dan moralitas 

pribadinya, yaitu niat yang ikhlas untuk mencari kebenaran, taqwa kepada Allah 

SWT, dewasa, berakal, sehat jasmani dan rohani, adil, jujur dan sifat-sifat terpuji 

lainnya. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Pandangan Feminis Terhadap Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah. 

Pada umumnya feminis beranggapan bahwa terjadi kerancuan dan 

pemutarbalikan makna tentang apa yang disebut seks dan gender di masyarakat. 

Terjadi peneguhan pemahaman yang tidak pada tempatnya di masyarakat, di mana 

apa yang sesungguhnya gender, karena pada dasarnya konstruksi sosial, justru 

dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan biologis atau ketentuan tuhan. Justru 

sebagian besar yang dewasa ini sering dianggap atau dinamakan sebagai „kodrat 

wanita” adalah konstruksi soaial dan kultural atau gender. Misalnya saja sering di 

ungkapkan bahwa mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan dan 

keindahan rumah tangga atau urusan domestik sering dianggap sebagai “kodrat 

wanita”. Padahal kenyataannya, bahwa kaum perempuan memiliki peran gender 

dalam mendidik anak, merawat dan mengelola kebersihan dan keindahan rumah 

tangga adalah konstruksi kultural dalam suatu masyarakat tertentu.
38

 

 Oleh karena itu, boleh jadi urusan mendidik anak dan merawat kebersihan 

rumah tangga bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Oleh karena jenis pekerjaan itu 

bisa dipertukarkan dan tidak bersifat Universal, apa yang sering disebut sebagai 
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“kodrat wanita” atau “takdir tuhan atas wanita” dalam kasus mendidik anak dan 

mengatur kebersihan rumah tangga, sesungguhnya adalah gender. 

Adapun yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974, yang 

tediri dari pasal 31 sampai dengan pasal 34 

Pasal 31 

1) Hak dan kedudukkan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukkan 

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 

masyarakat. 

2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga 

Pasal 33 

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi 

bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. 

Pasal 34 

1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya  

3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada pengadilan.
39

 

                                                             
39
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Apabila dilihat dari Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 di atas terlihat bahwa 

konsep perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan adalah konsep keluarga 

patriarki. Pembagian kerja dan peran dalam rumah tangga semata-mata hanya 

didasarkan pada asumsi ideologi patriarkis, divisi kerja secara seksual. Pada pasal 

31 ayat 3, diatur tentang kesamaan kedudukkan suami istri, hal ini dipertegas 

dengan pasal 32 yang menyebutkan masing-masing pihak mempunyai hak yang 

sama dihadapan hukum. Akan tetapi ternyata masih ditegaskan kembali bahwa 

suami adalah kepala kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, hal ini 

terdapat dalam Firman-Nya, yang berbunyi: 

                   

                    

                          

    

Artinya: “ laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah 

melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan 

karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka 

perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan 

menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena allah telah menjaga (mereka). 

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri 

nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan 

(kalau perlu) pukullah mereka tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu 

mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah mahatinggi, maha 

besar” (QS. An-Nisa‟ : 34) 
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Penegasan ini merupakan pengetatan fungsi-fungsi istri dan suami secara 

tegas.Artinya, pasal ini melegitimasi (mengesahkan) secara eksplisit pembagian peran 

berdasarkan jenis kelamin yang berkembang didalam masyarakat. 

Hal ini semakin dipertegas di dalam pasal 34 ayat 1, yang menyatakan bahwa suami 

wajib melindungi istri dan wajb mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Pasal tersebut 

merupakan pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa peran laki-laki dan 

perempuan sudah mutlak terbagi-bagi sedemikian rupa. 

Dalam pasal 31 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Suami adalah kepala keluarga 

dan istri ibu rumah tangga, sehingga pembagian peran antara perempuan dan laki-laki ini 

menyebabkan tidak sederajatnya hak perempuan di masyarakat. Karena perempuan 

bukan dianggap pencari nafkah utama, maka ketika perempuan bekerja, ia tidak 

mendapat tunjangan atau tunjangannya lebih kecil dibandingkan laki-laki. Pasal ini akan 

menutup mata terhadap kenyataan dalam masyarakat bahwa banyak perempuan yang 

menjadi kepala rumah tangga. Sementara tidak pernah mendapat tunjangan dari 

perusahaan tempatnya bekerja karena sebagai perempuan dia tidak dianggap sebagai 

pencari nafkah utama.
40

 

 Menetapkan kewajiban suami sebagai pembimbing istri membuat streotip 

perempuan sebagai subordinat terhadap laki-laki, posisi subordinat istri semakin 

nampak pada statemen “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala 

                                                             
40

Widya Sari,Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dalam 

Perspektif Feminisme Dan Hukum Islam, Jurusan Syari‟ah Dan Ekonomi Islam Stain Curup, Al-Istinbat 

Jurusan Syari‟ah Dan Ekonomi Islam Stain Curup, (Curup: Lembaga Penerbit Dan Percetakan, 2014), h. 
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sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Dengan pernyataan 

tersebut, sosok istri digambarkan sebagai makhluk yang tak berdaya dan butuh 

perlindungan, sementara suami dipersonifikasikan sebagai makhluk yang amat perkasa 

dan berkuasa.  

 Peran sebagai ibu rumah tangga telah menyebabkan perempuan tergeser dari 

penguasa sumber daya ekonomi, sosial, dan politik. Secara ekonomis ia tergantung pada 

suaminya. Sementara peran suami mancari nafkah lebih memungkinkan laki-laki untuk 

memiliki akses atas sumber daya sosial dan politik dan tentunya penguasaan atas 

sumber daya ekonomi. 

 Pembagian kerja yang kaku tersebut dianalisis sebagai lahan yang kondusif bagi 

kekerasan di dalam rumah tangga, baik berbentuk fisik, psikis/emosional, maupun 

seksual, terjadi karena realisi yang tidak seimbang antara suami dan istri. Banyak pihak 

(termasuk suami) menganggap bahwa sebagai pemimpin keluarga, suami berhak 

mendidik istri dengan berbagai cara agar istrinya menjadi istri yang baik dan patuh pada 

suami. Anggapan tersebut sering kali dipegang oleh penegak hukum, sehingga banyak 

istri yang telah mengalami kekerasan terahambat memperoleh keadilan dihadapan 

hukum. 

 Sementara pasal 31 ayat 3 tersebut menujukkan keseimbangan kedudukkan 

suami istri dengan masing-masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda 

tetapi dengan tujuan yang satu: kebahagian rumah tangga (keluarga) sebagaimana yang 

disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, rumusan itu menentukan dengan 

jelas hubungan yang mengandung rasa keadilan dan seakaligus potensial sekali untuk 

dikembangkan menghadapi perubahan-perubahan yang cepat dalam masyarakat. 
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 Meskipun dikatakan bahwa hak dan kedudukkan istri adalah seimbang dengan 

hak dan kedudukkan suami, dalam kenyataannya pembagian peran yang dirumuskan 

dalam pasal 30 sampai dengan 34 tersebut di atas justru menjadi penyebab 

ketidakseimbangan kedudukkan antara keduanya. Peran sebagai ibu rumah tangga telah 

menyebabkan perempuan tergeser dari penguasaan sumber ekonomi, sosial, dan politik. 

Banyaknya perempuan yang bekerja di luar rumah mencari nafkah, bahkan 

banyak di antaranya yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, telah melahirkan 

konsep peran ganda bagi perempuan, dua peran yang dijalankan sekaligus memberi 

peluang yang merugikan bila kewajiban seperti yang diatur dalam Undang-Undang 

perkawinan dilalaikan. Ayat 3 dari pasal 34 tersebut membuka kemungkinan munculnya 

gugatan dari salah satu pihak bila pihak lain lalai melaksanakan kewajibannya. 

 Kemungkinan bagi pihak istri untuk dianggap lalai lebih besar ketimbang suami 

karena secara rasional, peran yang dijalankan ganda dalam hal ini. Nilai-nilai budaya 

selalu menekankan bahwa perempuan yang berkarier adalah perempuan yang sukses 

dalam rumah tangga, sementara kewajiban mengurus rumah tangga itu begitu luas 

cakupannya dan tidak pernah ada rincian yang baku. 

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan Sebetulnya, ada sisi positif dari Undang-

Undang Perkawinan, antara lain memberikan hak yang sama antara suami dan istri 

untuk memperkarakan pasangan masing-masing yang melalaikan kewajibannya dengan 

mengaukan gugatan. Akan tetapi karena berkewajiban yang diberikan oleh Undang-
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Undang perkawinan terhadap perempuan mengekalkan status quo suami, maka hasilya 

pun tidak pernah adil untuk perempuan.
41

 

Dari penjelasan yang sudah dijelasakan diatas, jelas bahwa telah terjadi 

pergeseran peran di dalam keluarga, terutama karena konsekuensi perempuan yang 

melakukan peran di bidang publik sekaligus juga berperan dibidang domestik.Meskipun 

demikian apabila kita menganalisa ulang Undang-Undang perkawinan 1974 pasal 34 

ternyata hukum yang masih berlaku tentang perkawinan belum mangadopsi tuntutan 

perubahan peran. Oleh karena itu perlu diadakan kajian dengan perspektif feminis 

terhadap Undang-Undang perkawinan yang masih berlaku untuk seluruh penduduk di 

indonesia sampai saat ini. 

Undang-Undang perkawinan tahun 1974 pasal 34 mengatur tentang kedudukkan 

dan peranan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, sebagaimana tertulis 

bahwa: 

1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya  

3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada pengadilan 

Dalam pasal ini sudah dijelaskan bahwa laki-laki sebagai suami bertanggung jawab 

untuk mencari nafkah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau 

keluarganya. Untuk tujuan tersebut biasanya laki-laki harus bekerja diluar rumah atau 

dibidang publik, yang pada gilirannya mempunyai konsekuensi tidak perlu mengurusi 
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dibidang domestik (dalam rumah tangga). Sebaliknya istri dinyatakan wajib mengatur 

rumah tangga (domestik) sebaik-baiknya. Dalam hal ini undang-undang perkawinan 

tahun 1974 pasal 34 dengan pasal 31 yang menyatakan bahwa suami adalah kepala 

keluarga dan istri sebgai ibu rumah tangga. Sebagai konsekuensi semua itu, perempuan 

tidak diberi alokasi waktu untuk berkiprah diluar rumah tangga.
42

 

 Dalam kaum feminis ini ada beberapa studi kritis tentang Undang-Undnag 

perkawinan, muncul beberapa isu tentang Pasal-pasal yang “kurang memuaskan” dan 

“kurang pas” untuk diterapkan. Oleh sebab itu maka dalam usulan feminis, pasal ini 

dihapuskan, Maka dalam hal ini kowani (Kongres Wanita Indonesia) mengusulkan revisi 

terhadap pasal ini yaitu pasal 31 ayat 3 dengan rumusan: Suami-isteri wajib saling 

menlindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan untuk kebutuhan hidup keluarga 

dalam rangka membangun rumah tangga yang layak. Kemudian ada penambahan: jika 

suami maupun istri yang melalaikan kewajiban tersebut dalam ayat 3 dapat dituntut di 

muka pengadilan.
43

 

Adapun analisa dalam pandangan feminis terhadap istri sebagi pencari nafkah 

utama terhadap kehidupan rumah tangga dalam hal ini laki-laki bertanggung jawab 

untuk mencari nafkah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau 

keluarganya. Pembagian peran antara perempuan dan laki-laki ini menyebabkan tidak 

sederajatnya hak perempua di masyarakat. Karena perempuan bukan dianggap pencari 
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nafkah utama, maka ketika perempuan bekerja, ia tidak mendapat tunjangan atau 

tunjangannya lebih kecil dibandingkan laki-laki. Pasal ini akan menutup mata terhadap 

kenyataan dalam masyarakat bahwa banyak perempuan yang menjadi kepala rumah 

tangga. Sementara tidak pernah mendapat tunjangan dari perusahaan tempatnya bekerja 

karena sebagai perempuan dia tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama. Maka 

dalam hal ini penegasan suami sebagai kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah 

tangga dalam Undang-Undang Perkawinan menurut feminis merupakan pengetatan/ 

pengekangan fungsi-fungsi istri dan suami secara tegas. Ketentuan tersebut juga 

menepatkan istri tergantung secara ekonomi dan emosional kepada suami.  

 

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah 

 Sejak islam menyebarluaskan ajarannya pada 14 abad yang lampau, telah 

menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dimana perempuan 

dipandang sebagai mitra sejajar laki-laki yang harmonis. Tidak ada perbedaan 

kedudukkan laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu/hamba Allah, sebagai 

anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat.Begitu juga halnya dalam 

hak dan kewajiban. Kalaupun adanya perbedaan, itu hanyalah karena akibat fungsi 

dan tugas utama yang dibebankan tuhan kepada masing-masing jenis kelamin, 

sehingga perebedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki 

kelebihan atas yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan 
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atas yang lain. Keduanya saling melengkapi dan saling menyempurnakan serta 

bantu-membantu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.
44

 

Dalam hak dan kedudukkan suami istri, undang-undang perkawinan 1974 

menentukkan hak dan kedudukkan istri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukkan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan 

masyarakat, sehingga dengan demikian,
45

segala sesuatu dalam keluarga dapat 

dirundingkan  dan diputuskan bersama oleh suami istri. pengertian seimbang di sini 

bukanlah berarti sama persis, misalnya suami istri sama-sama berkedudukkan 

sebagai keapala keluarga atau sama-sama berkewajiban memberi nafkah bagi 

keluarga. Sebab, kalau begitu akan timbul keguncangan dalam keluarga karena 

dalam suatu bahtera terdapat dua mahkoda (kepala keluarga). 

Seimbang dalam hal ini, adalah baik suami maupun istri, sama-sama 

mempunyai atau dibebani hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukkannya dan 

tugasnya masing-masing. Pengertian ini oleh Undang-Undang perkawinan 1974 

dirumuskan sebagai berikut: 

a. suami adalah kepala keluarga yang mempunyai kewajiban melindungi 

istri-nya dan keluarganya serta memberi segala keperluan hidup 

(nafkah) rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya (ma‟ruf) 

b. istri adalah ibu rumah tangga yang mempunyai kewajiban mengatur 

urusan rumah tangganya sebaik-baiknya (pasal. 31-34). 
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Kewajiban suami adalah hak istri, dan sebaliknya kewajiban istri adalah haknya 

suami. 

Kalau diperhatikan secara seksama rumusan pengertian hak dan kedudukkan 

suami istri sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang perkawinan tersebut 

di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian hak dan kedudukkan suami istri 

dalam ajaran Al-Qur‟an, dapat dikatakan bahwa rumusan hak dan kedudukkan 

suami istri dalam Undang-Undang itu memiliki sumber langsung dalam Al-Qur‟an 

dan sunnah rasul.
46

 

Adapun sifat nafkah yaitu, nafkah adalah kewajiban suami yang harus 

dipikulnya terhadap istrinya. Setiap kewajiban agama itu merupakan beban hukum, 

sedangakan prinsip pembebanan hukum itu tergantung kemampuan subjek hukum 

untuk memikulnya, berdasarkan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 286: 

                

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang kecuali sekadar kemampuan yang ada 

padanya: ia mendapatkan hak atas apa yang diperbuatnya dan juga memikul akibat 

dari apa yang diperbuatnya itu. 

 

  Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak 

dapat melaksanakan kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukan 

kewajibannya itu. Dalam hal apakah kewajiban suami hanya berlaku pada waktu ia 

mampu saja dan hilang kewajibannya waktu-waktu ia tidak mampu atau dalam arti 

bersifat temporal, atau kewajibannya itu tetap ada, namun dalam keadaan tidak 
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mampu kewajiban yang tidak dilaksanakannya itu merupakan utang baginya atau 

bersifat permanen. Hal ini menjadi perbincangan di kalangan ulama. 

 Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau 

permanen.Bila dalam waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya, 

sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka istri dibolehkan 

mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya.
47

 

 Dalam fikih diatur hak dan kewajiban suami istri dengan jelas dan tegas. 

Pembagian hak dan kewajiban tersebut dapat digolongkan pada tiga kategori  

hak bersama suami istri, berupa: 

a. halal saling mengadakan pemenuhan hubungan naluri seksual antara suami 

istri, dan kesempatan saling menikmati atas dasar kebersamaan dan saling 

memerlukan 

b. haram melakukan perkawinan (haram musaharah), artinya, haram dinikahi 

oleh ayah suaminya, datuk, anak, dan cucunya, demikian juga ibu istrinya, 

anak perempuan, dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya 

c. hak saling mewarisi, bila salah seorang meninggal dunia sesudah sempurna 

ikatan perkawinan  

d. sah menasabkan anak kepada suami 

e. saling menghargai dan berlaku baik, sehinggga dapat melahirkan 

kaharmonisan dan kedamaian 
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dalam ayat-ayat Al-Qur‟an kebaikkan apapun yang dilakukan oleh perempuan 

dan laki-laki akan mendapat pahala dan balasan yang sama dari Allah, tanpa ada 

perbedaan sedikitpun. Artinya suami akan memperoleh pahala bila ia menjaga 

kehormatannya, dan taat kepada Allah, demikian pula perempuan akan memperoleh 

pahala bila ia melakukan jihad. Istri akan mendapat pahala bila bersikap baik kepada 

istri. Keduanya saling menghargai dan menjaga kehormatan masing-masing, tidak 

ada di antara keduanya mempunyai kelebihan sehingga menguasai pihak lain.
48

 

Firman Allah Qs-An-nisa‟: 32 

...                ... 

Artinya: bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para 

perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. 

 

Maksud dari ayat diatas yaitu: sesungguhnya Allah menciptakan makhluk 

berdasarkan perbedaan dan bukan pembedaan demi mengatur alam dengan sempurna. 

Sebagian diciptakan dalam bentuk benda mati, sebagian berupa tumbuhan dan yang 

lainnya diciptakan dalam bentuk hewan dan manusia.Dari jenis manusia juga 

diciptakan sebagian laki-laki dan perempuan. 

Manusai harus bekerja keras untuk meraih keberhasilan, karena segala 

kemalasan itu  sumbernya manusia sendiri, bukan Allah. Dengan demikian ketika 

ayat ini menyinggung masalah nikmat Allah. Jangan mengangan-angankan 

keistimewaan yang dimiliki seseorang atau jenis kelamin yang berbeda dengan jenis 

kelaminmu, karena keistimewaan yang ada padanya itu adalah karena usahanya 
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sendiri, baik dengan kerja keras membanting tulang dan pikiran, maupun karena 

fungsi yang harus diembannya dalam masyarakat, sesuai potensi dan kecendrungan 

jenisnya. Lelaki mendapat dua bagian dari perempuan, ditugaskan berjihad, dan 

sebagainya adalah karena potensi yang dapat  

                       

           ... 

Artinya: dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka 

menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh dalam mengerjakan yang 

ma‟ruf dan mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan 

mereka taat kepada allah dan rasulnya (Qs-At-Taubah:71) 

 

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa baik laki-laki ataupun perempuan sebagian dari 

mereka saling menolong dalam mengerjakan suatu yang makruf. 

Dalam hal ini persaingan antara laki-laki dan perempuan kini telah masuk 

dalam lapangan persaingan yang sangat ketat, perempuan telah berlomba-lomba 

untuk menguasai wilayah kerja laki-laki mereka mengira bahwa hal tersebut adalah 

bagian yang dapat menggambarkan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan 

perempuan, sebagian orang mengatakan bahwa keluarnya seorang perempuan untuk 

bekerja tidak lain adalah untuk meringankan beban yang ditanggung oleh seorang 

suami, kaum suami tetap bekerja dan merasa lelah, yang terjadi adalah perempuan itu 

juga merasakan rasa lelah tersebut. Sehingga ketika seorang suami tengah 

melaksanakan tugasnya diluar, kaum perempuan ikut bergabung dengannya untuk 

menambah pemasukkan keluarga dan menaikkan taraf kehidupan yang lebih 

baik.Dalam Al-Qur‟an manusia memiliki kedudukan yang sama, laki-laki dan 
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perempuan bersumber dari diri yang satu, memiliki sifat-sifat yang sama dan 

merupakan pasangan bagi yang lainnya, sebagaimana firman Allah: 

                         

                    

 

Artinya: “wahai manusia! Bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan 

kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari 

(diri)nya: dan dari keduanya Allah memperkembamgbiakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-nya kamu 

saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah 

selalu menjaga dan mengawasimu.(QS. An- Nisa‟:1) 

 

Hubungan suami istri yang dikehendaki oleh islam adalah hubungan 

horizontal bukan hubungan vertikal. Semangat dasar ajaran islam yang ingin 

menegakkan Mawaddah Wa Rahmah dalam sebuah perkawinan, sebagai penguat 

untuk mencap itu yang ingin ditonjolkan dalam isalam dalam hubungan suami istri 

adalah “ istri bersama suami”, bukan suami di atas itri atau istri diabawah suami. 

Islam menyuruh umatnya tidak memamdang rendah kaum perempuan, menghormati 

hak-haknya dan berlaku baik serta jujur dalam berhubungan dengannya. 

Penegasan suami kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga dalam 

Undang-Undang perkawinan menurut feminis merupakan pengetatan fungsi-fungsi 

istri dan suami secara tegas, ketentuan tersebut juga menempatkan istri tergantung 

secara ekonomi dan emosional kepada suami, ketergantungan tersebut menghambat 

pula upaya penyelesaian kasus-kasus kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga.  



69 
   

 

Disamping itu, pandangan mengenai peranan laki-laki dan perempuan 

tersebut menyebabkan pemisahan yang tajam antara peranan laki-laki dan 

perempuan yang menempatkan perempuan dalam kedudukkan yang kurang 

menguntungkan dalam mengembangkan dirinya sebagai pribadi, maupun dalam 

membangun keluarga. 

Perempuan sebagai istri diperankan sebagai pengendali keuangan keluarga, 

sementara suami pencari nafkah utama dan pengambil keputusan padahal pengelola 

keluarga adalah merupakan tanggung jawab bersama antara kedua pihak (istri atau 

suami), istri sering mendapat peran beban ganda, yaitu mengurus suami, anak, 

rumah, dari pagi hingga larut malam, dipihak lain, dalam kondisi tertentu misalnya 

pada saat kondisi ekonomi keluarga terdesak, sering kali istri juga turut memberikan 

kontribusi dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga dengan bekerja diluar 

rumah. 

Pada saat istri yang bekerja di luar rumah, sering terjadi diskriminasi sebagai 

implikasi dari pembagian peran tersebut. Misalnya (dimana perempuan yang sudah 

bersuami tetap dinilai membujang, dan tidak mendapatkan tunjangan untuk 

keluarga), juga bermuculan kasus-kasus para suami yang mengabaikan istri dan 

anak-anaknya. 

Salah satu upaya penting yang harus dilakukan berkaitan dengan relasi 

suami istri dalam rumah tangga adalah harus didasari bahwa perbedaan peran dan 

fungsi suami istri tersebut, pada dasarnya hanyalah merupakan pembagian kerja dari 

dua manusia yang mempunyai kedudukkan setara. Karenanya tidak mesti 

dibekukan, mengingat dapat dipilih sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak 
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tersebut. Rumah tangga adalah unit sosial yang terdapat sifat-sifat saling memberi, 

melindungi, mansupport, jauh lebih utama dari siapa memimpin siapa.  

Berkaitan dnegan hal ini, maka pasal yang mengatur hak dan kewajiban 

suami istri perlu di tinjau kembali. Usulan penyempurnaannya lebih ditunjukkan 

pada pasal yang mengatakan “suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah 

tangga” dalam pasal 31 ayat 3. Pasal 31 ayat 1, meperjelaskan maksud dari pasal 3, 

dengan menggunakan kata seimbangan dalam hak dan kedudukkan suami istri, 

namun rumusan berikutnya, yaitu bila dikaitkan dengan ayat 3 ternyata sangat 

kontradiktif. Ayat 3 pasal ini sangat diskriminatif membagai peran dan tanggung 

jawab suami istri hanya dari aspek biologis. Perempuan hanya sebagai pengurus 

rumah tangga keluarga yang bersifat domestik. 

Adapun analisa dalam pandangan hukum islam terhadap istri sebagi pencari 

nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga, Pada dasarnya Islam tidak 

mengatur secara jelas tentang diperbolehkannya istri bekerja dan mencari nafkah, 

dalam Al-Qur‟an surat QS. An-Nisa‟ : 34 

                        ..

.  
Artinya:” laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah 

melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan 

karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.  
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Dalam ayat ini menjelaskan bahwa seorang laki-laki (suami) yang lebih 

berhak atau diwajibkan untuk mencari nafkah karena Allah telah melebihkan 

sebagian mereka laki-laki (suami) atas sebagian yang lain (perempuan), oleh karena 

itu ayat ini lebih mengutamakan seorang laki-laki (suami) untuk memberikan 

nafkah dari hartanya.  

sedangkan dalam Al-Qur‟an hanya menjelaskan perempuan dan laki-laki 

sama berhaknya untuk berusaha, sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Isra‟ 

ayat 84 : 

                    

Artinya: “katakanlah (Muhammad), “setiap orang berbuat sesuai dengan 

pembawaanya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih 

benar jalannya 

 

Dan juga dalam surat An-Nisa‟ ayat 32 

 

  ...              ... 

Artinya: “bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi 

perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.
49

 

 

Maksud dari ayat ini juga, ayat yang pertama menjelaskan tentang diperbolehkannya 

tiap laki-laki maupun perempuan untuk berusaha menurut keadaannya masing-masing, 

dan pengaruh lingkungan sekitarnya, sedangkan pada ayat kedua menjelaskan adanya 

persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hasil dari apa yang 
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mereka masing-masing usahakan. Dari kedua ayat di atas dapatlah kita ambil pengertian 

bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan 

aktivitas kehidupan keseharian dengan berusaha atau bekerja menurut kemempuan 

masin-masing dan juga berhak untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang mereka 

usahakan secara bebas tampa terikat apapun. Ajaran Islam memberi legalitas untuk 

memperbolehkan bekerja dan berusaha sebagaimana ketika dia masih belum terikat 

sebagai istri. Apabila antara laki-laki dan perempuan sudah melaksanakan akad dengan 

sah menurut hukun Islam, maka timbullah apa yang disebut dengan hak dan kewajiban 

bagi suami demikian sebaliknya.  

 Dalam hukum islam juga tidak mengatur secara jelas tentang diperbolehkannya 

istri dalam mencari nafkah dan membantu keuangan keluarga, kebaikkan apapun yang 

dilakukan oleh perempuan dan laki-laki akan mendapat pahala dan balasan yang sama 

dari Allah, tanpa ada perbedaan sedikitpun. Artinya suami akan memperoleh pahala bila 

ia menjaga kehormatannya, dan taat kepada Allah, demikian pula perempuan akan 

memperoleh pahala bila ia melakukan jihad. Istri akan mendapat pahala bila bersikap 

baik kepada istri. Keduanya saling menghargai dan menjaga kehormatan masing-

masing, tidak ada di antara keduanya mempunyai kelebihan sehingga menguasai pihak 

lain. 

 Oleh karena itu apabila istri keluar rumah dan mencari nafkah untuk membantu 

keuangan suami, dengan cara yang halal dan bekerja dengan ketentuan yang tidak 

merugikan dirinya sendiri dan tidak mengabaikan keluarga yang mengakibatkan 

kerugian dalam keluarganya dan merugikan orang lain.  
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C. Analisa Tentang Pandangan Feminis Dan Hukum Islam Terhadap Pekerjaan 

Istri Sebagai Pencari Nafkah 

Dalam Undang-Undang perkawinan tahun 1974 pasal 34 mengatur tentang 

kedudukkan dan peranan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, 

sebagaimana tertulis bahwa: 

1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya  

3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada pengadilan 

Dalam pasal ini sudah dijelaskan bahwa laki-laki sebagai suami bertanggung jawab 

untuk mencari nafkah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau 

keluarganya. Untuk tujuan tersebut biasanya laki-laki harus bekerja diluar rumah 

atau dibidang publik, yang pada gilirannya mempunyai konsekuensi tidak perlu 

mengurusi dibidang domestik (dalam rumah tangga). Sebaliknya istri dinyatakan 

wajib mengatur rumah tangga (domestik) sebaik-baiknya. Dalam hal ini undang-

undang perkawinan tahun 1974 pasal 31 dengan pasal 34 yang menyatakan bahwa 

suami adalah kepala keluarga dan istri sebgai ibu rumah tangga. Sebagai 

konsekuensi semua itu, perempuan tidak diberi alokasi waktu untuk berkiprah diluar 

rumah tangga. 

Adapun analisa dalam pandangan feminis terhadap istri sebagi pencari 

nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga dalam hal ini laki-laki bertanggung 

jawab untuk mencari nafkah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga 
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atau keluarganya. Pembagian peran antara perempuan dan laki-laki ini 

menyebabkan tidak sederajatnya hak perempua di masyarakat. Karena perempuan 

bukan dianggap pencari nafkah utama, maka ketika perempuan bekerja, ia tidak 

mendapat tunjangan atau tunjangannya lebih kecil dibandingkan laki-laki. Pasal ini 

akan menutup mata terhadap kenyataan dalam masyarakat bahwa banyak 

perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Sementara tidak pernah mendapat 

tunjangan dari perusahaan tempatnya bekerja karena sebagai perempuan dia tidak 

dianggap sebagai pencari nafkah utama. Maka dalam hal ini penegasan suami 

sebagai kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga dalam Undang-Undang 

Perkawinan menurut feminis merupakan pengetatan/ pengekangan fungsi-fungsi 

istri dan suami secara tegas. Ketentuan tersebut juga menepatkan istri tergantung 

secara ekonomi dan emosional kepada suami. Dalam hukum islam juga tidak 

mengatur secara jelas tentang diperbolehkannya istri dalam mencari nafkah dan 

membantu keuangan keluarga, kebaikkan apapun yang dilakukan oleh perempuan 

dan laki-laki akan mendapat pahala dan balasan yang sama dari Allah, tanpa ada 

perbedaan sedikitpun. Artinya suami akan memperoleh pahala bila ia menjaga 

kehormatannya, dan taat kepada Allah, demikian pula perempuan akan memperoleh 

pahala bila ia melakukan jihad. Istri akan mendapat pahala bila bersikap baik 

kepada istri. Keduanya saling menghargai dan menjaga kehormatan masing-masing, 

tidak ada di antara keduanya mempunyai kelebihan sehingga menguasai pihak lain. 

Oleh karena itu apabila istri keluar rumah dan mencari nafkah untuk 

membantu keuangan suami, dengan cara yang halal dan bekerja dengan ketentuan 
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yang tidak merugikan dirinya sendiri dan tidak mengabaikan keluarga yang 

mengakibatkan kerugian dalam keluarganya dan merugikan orang lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya serta mengacu pada 

rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini yaitu: 

1. Pada umumnya kaum feminis beranggapan  perempuan bekerja mencari nafkah, 

dalam hal ini baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial seperti halnya kaum 

laki-laki pembagian peran antara perempuan dan laki-laki ini menyebabkan tidak 

sederajatnya hak perempuan di masyarakat, peran sebagai ibu rumah tangga telah 

menyebabkan perempuan tergeser dari penguasa sumber daya ekonomi, sosial, dan 

politik. Secara ekonomis ia tergantung pada suaminya. Sementara peran suami 

mancari nafkah lebih memungkinkan laki-laki untuk memiliki akses atas sumber 

daya sosial dan politik dan tentunya penguasaan atas sumber daya ekonomi. Maka 

dalam hal ini penegasan suami sebagai kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah 

tangga dalam Undang-Undang Perkawinan menurut feminis merupakan pengetatan/ 

pengekangan fungsi-fungsi istri dan suami secara tegas. Ketentuan tersebut juga 

menepatkan istri tergantung secara ekonomi dan emosional kepada suami.  

2. Ditinjau dari Hukum Islam juga apabila antara laki-laki dan perempaun sudah 

melaksanakan akad dengan sah maka timbullah apa yang disebut dengan hak dan 

kewajiban bagi suami demikian sebaliknya. Disamping jika dikaitan dengan 

kondisi-kondisi suami istri boleh bekerja, dengan kondisi yang mampu untuk 

bekerja membiayai rumah tangganya, kondisi suami sedang-sedang saja artinya 
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kadang tidak mencukupi kebutuhan ruamh tangga, suami dalam keadaan tidak 

mampu sama sekali dalam memenuhi kebutuhan keluarga. 

Perempuan bekerja mencari nafkah, baik dalam lapangan ekonomi maupun 

sosial seperti halnya kaum laki-laki, diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sumber-

sumber Islam, baik Al-Quran maupun hadis tidak satupun yang menafikkan kerja 

dan profesi kaum perempuan dalam bidang dan sektor apa pun yang dibutuhkan 

dalam kehidupan untuk mencari nafkah sepanjang pekerjaan tersebut tidak 

memberikan fitnah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang 

ada, serta tidak melalaikan kewajiban utama sebagai ibu rumah tangga dan 

pendidikkan anak-anaknya. 

3.   Adapun analisa dalam pandangan feminis terhadap istri sebagi pencari nafkah utama 

terhadap kehidupan rumah tangga dalam hal ini laki-laki bertanggung jawab untuk 

mencari nafkah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau 

keluarganya. Sementara tidak pernah mendapat tunjangan dari perusahaan tempatnya 

bekerja karena sebagai perempuan dia tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama. 

Maka dalam hal ini penegasan suami sebagai kepala keluarga dan istri adalah ibu 

rumah tangga dalam Undang-Undang Perkawinan menurut feminis merupakan 

pengetatan/ pengekangan fungsi-fungsi istri dan suami secara tegas.Ketentuan 

tersebut juga menepatkan istri tergantung secara ekonomi dan emosional kepada 

suami.Dalam hukum islam juga tidak mengatur secara jelas tentang 

diperbolehkannya istri dalam mencari nafkah dan membantu keuangan keluarga, 

kebaikkan apapun yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki akan mendapat 
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pahala dan balasan yang sama dari Allah, tanpa ada perbedaan sedikitpun. Artinya 

suami akan memperoleh pahala bila ia menjaga kehormatannya, dan taat kepada 

Allah, demikian pula perempuan akan memperoleh pahala bila ia melakukan jihad. 

Istri akan mendapat pahala bila bersikap baik kepada istri. 

B. Saran 

1. Menghormati dan memahami peran masing-masing dalam keluarga 

merupakan aspek penting sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dalam 

rumah tangga ataupun keluarga. 

2. Jadikanlah musyawarah sebagai kebiasaan dalam memecahkan setiap 

persoalan yang ada dengan tetap berpedoaman kepada ajaran agama, adat dan 

hukum negara yang berlaku sehingga akan tercipta kebahagiaan suami istri 

dan keluarga yang sejahtera. Dengan demikian, maka akan tumbuh suatu 

masyarakat muslim yang bahagia. 

3. Mewujudkan keluarga sakinah, tidak harus selalu menggunakan pendekatan 

persamaan derajat, tetapi bagaimana menyikapi persoalan yang dihadapi 

bersama dengan ikhlas dan lapang dada. 

Akhir kata, sekalipun penyusun sudah mencurahkan segenap 

kemampuan namun dengan penuh kesadaran penyusun merasa bahwa karya 

ini masih jauh dari kesempurnaan, maka oleh sebab itu adalah tugas kita 

semua untuk saling memperingatkan. 
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Bahri, M.Pd 

Efisiensi Pemanfaatan E-Commerce dalam Produk 
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Gugat yang Masih Tinggal dalam Satu Atap (Studi 

Kasus Desa Batu Panco) 

 

AS 31-Okt-17 

Minggu,                        

19-11-

2017      

Sesi 

Kempat      

11.00-

12.00 

1 

Teguh Hadi 

Santoso  

(13632008) 

Hardivizon, M.Ag 
Muhammad Sholihin, 

M.Si 
Yoki Olando       

Sofyan Sori, 

A.Md 

Analisis Likuiditas Bank Muamalat Indonesia dan Bank 

Syariah Mandiri Periode 2015-2016 
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2 

Selly 

Alvioricha 

Sarry  

(14621058) 

Dr. Yusefri, M.Ag Ihsan Nul Hakim, M.A 

Brilian 

Kusuma 

Bangsa         

Yanuar Ihsan, 

S.Pd.I 

Faktor-Faktor yang Memepengaruhi Keputusan 

Konsumen dalam Memilih Jasa Bank Syariah Mandiri  

dan Bank Rakyat Indonesia di Rejang Lebong 
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3 
Romianto    

(13631075) 
Elkhairati, S.H.I., MA 

Oloan Muda Hasim 

H, Lc., MA 
Rio Agustian     

Drs. H. Syaiful 

Bahri, M.Pd 
 PS 31-Okt-17 

4 
Rendi Febrian     

(13631160) 

Drs. Zainal Arifin, 

SH., MH 

Muhammad Sholihin, 

M.Si 
Abdul Aziz      Drs. Akmaludin 

Implementasi Jatuhnya Talak di Pengadilan Agama di 

Tinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fikih 

Islam (Studi Kasus PA Lubuk Linggau) 

 

PS 31-Okt-17 

Minggu,                        

19-11-

2017      

Sesi 

Kelima      

13.00-

14.00 

1 

Slamet Angga 

Irawan   

(13631048) 

Muhammad Istan, 

SE., M.Pd., M,M 

Oloan Muda Hasim 

H, Lc., MA 

Sari Rezeki 

Amalia   
Indarti, S.E 

Analisis tentang Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah 

Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif 

 

PS 31-Okt-17 

2 
Suprastio      

(13631052) 
Dr. Yusefri, M.Ag 

Drs. Zainal Arifin, 

SH., MH 
Dhea Octari       

Sofyan Sori, 

A.Md 

Analisis terhadap Faktor Nasabah Non Muslim 

Melakukan Pembiayaan di Unit Usaha Syariah BRI 

Mikro Kepahiang 

 

PS 31-Okt-17 



   

 
 

3 

Herli 

Kurniawan    

(13631039) 

Noprizal, M.Ag Hendrianto, MA 
Huzaini 

Faishal      

Yanuar Ihsan, 

S.Pd.I 

Perspektif Masyarakat tentang Menghadiri dan 

Mengadakan Pesta Pernikahan Wanita Hamil di luar 

Nikah 
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4 
Rio Agustian    

(14621040) 

Prof. Dr. H. Budi 

Kisworo, M.Ag 

Dr. H. Rifanto, Lc., 

Ph.D 

Susita 

Wulandari    

Drs. H. Syaiful 

Bahri, M.Pd 

Strategi Petugas Penagihan pada Bank Syariah Mandiri 

KC. Curup dalam Mengahadapi Nasabah Pembiayaan 

Bermasalah 

 

AS 31-Okt-17 

 

::  Jumlah  57 

 Mhs Perbankan Syariah 25 Orang 

 Mhs Ahwal Al Syaksiyah 32 Orang 

Ketua, 
 

Sekretaris, 

Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam  

 
 

 
 
 
 
 

 

Dr. Yusefri, M.Ag 
 

Muhammad Istan, SE, M.Pd, MM 

NIP. 19700202 199803 1 007 
 

NIP.19750219 200604 1 008 
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BIODATA ALUMNI 

MAHASISWA FAKULTAS SYRI’AH 

TAHUN AKADEMIK 2018 
 

Nama Mahasiswa / NIM   : Masytha Revilya / 14621034 

Jurusan     : Akhwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) 

Tempat / Tanggal Lahir   : Padang, 21April 1995 

Jenis Kelamin    : perempuan 

Alamat Tempat Tinggal   : Jln. Tunas Harapan , Curup Utara 

Nomor Telephon / HP   : 082306353029  

Email / Facebook    : bungamuda046@gmail.com 

Tahun Tamat IAIN   : - 

Pembimbing Akademik   : Ilda Hayati, Lc., MA 

Pembimbing Skripsi I/II   : H. OLOAN Muda Hasim Harahap, Lc, MA/Elhairati, SH, MA 

Penguji Skripsi I/II   : Ihsan Nul Hakim, MA/Musda Asmara, MA 

Angkatan    : 2014 

IPK Terakhir    : 3.20 

Biaya Kuliah    : Orang Tua  

Jalur Masuk    : Mandiri 

Asal SMA/SMK/MA   : SMA Negeri 01 Cuup Utara 

Jurusan SMA/SMK/MA   : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

NEM     : - 

Pesan / Saran untuk Jurusan : - 

ORANG TUA 

Nama Ibu Kandung   : Helmawati 

Nama Bapak Kandung   : Makhrus 

Alamat Orang Tua   : Ds. Tunas Harapan Kec. Curup Utara 

Pendidikan Orang Tua   : Ibu (SMP) Ayah (SMA) 

Pekerjaan Orang Tua   : Ibu (Ibu Rumah Tangga) Ayah (Petani) 

LAIN-LAIN 

Pekerjaan lain    : - 

Tinggi / Berat Badan   :155 cm / 50 kg 

Status Perkawinan   : Belum Menikah 

Nama Suami / Istri   : - 

Prestasi yang pernah diraih  : Juara 1 Praktek Sidang Semu 

Pengalaman Organisasi   : PIK-M 

Pendidikan Karakter yang pernah  : - 

Diikuti (Soft Skill Training)   

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan) 

Nama Perguruan Tinggi Asal  : - 

Kabupaten / Kota PT Asal   : - 

 

Curup, ………….…….. 2018 

Mahasiswa Ybs, 

 

 

(Masytha Revilya) 

NIM. 14621034 

 
Pas Photo 

Pakai 
almamater 

 



   

 
 

 

 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 

Penulis bernama  Masytha Revilya, Lahir di Padang 

(Sumatra Barat) Pada Tanggal 21 April 1995, Penulis anak 

pertama dari dua bersaudara, Ayah Bernama Makhrus dan 

Ibu bernama Helmawati dan satu orang adik yang bernama 

Mahendra.  

Masuk ke SD negeri 01 Curup Utarapada tahun 2002 selesai pada tahun 2008, kemudian 

pada tahun yang sama penulis melanjutkan ketingkat SMP di SMP Negeri  01 Curup 

Utara dan selesai pada tahun 2011, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan 

ketingkat SMA yaitu di SMA Negeri 01 Curup Utara dan selesai pada tahun 2014, dan 

pada tahun yang sama juga penulis masuk Keperguruan Tinggi yaitu Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Curup dan Insyaallah akan selesai pada tahun 2018 ini 

 

 

 

 


